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PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi diartikan sebagai pengalih-hurufan dari
abjad yang satu ke abjad yang lain dengan maksud bahwa
Transliterasi Arab-Latin ialah penyalinan huruf-huruf Arab
dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. Pedoman
transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penyusunan
skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama (SKB)
Menteri Agama No. 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan RI No. 0543b/U/1987.

A. Konsonan
Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem

tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam
transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan
sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi
dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus dengan

rincian:
Huruf Arab| Nama Huruf Latin Nama
\ Alif Tidak Tidak
dilambangkan | dilambangkan
-] Ba>’ B Be
< Ta>’ T Te
- , . Es dengan satu
= Sl S titik di atas
d Ji>m J Je
, Ha dengan satu
> H titik di bawah
d h}a
t Kha>’ Kh Ka dan Ha




A Da>| D De

S| el 2 | %ot
) Ra>’ R Er

] Za>| 7 Zet

" Si>n S Es

b Syi>n Sy Es dan Ye
se | St S| ik bawa
Ua D{a>d D [?[?ticlj(eg ?baar:/:;r:u
L T{a>’ T Ttﬁl(lj(eg |g 22\/\8/2:1“
Lo oz 2 |%ikaroman
& ‘ain ‘ Koma terbalik
¢ Gain G Ge

s Fa>’ F Ef

K Qa>f Q Qi

3l Ka>f K Ka

J La>m L El

a Mi>m M Em

O NU>h N Nun

P Wa>wu W We

° Ha>’ H Ha

Tidak Apostrof, tetapi

. Hamzah | dilambangkan lambang ini tidak|

atau ’

dipergunakan

untuk hamzah di
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awal kata
% Ya>’ Y Ye
B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia

yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal

rangkap atau diffong. Adapun bagian dari huruf vokal
sebagai berikut:

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya
berupa tanda

atau harakat dengan rician
transliterasinya sebagai berikut:
Huruf Arab Nama Huruf Latin | Nama
z Farhah A A
- Kasrah I I
2 Dhammah U U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya
berupa gabungan antara harakat dan huruf.

Transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda Nama Huruf Latin | Nama
G fathah dan ya Ai Adan |
g fathvs;}udan Au Adanu
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Contoh:

d;\s : kaifa
Jy?\ s haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa
harakat dan huruf. Transliterasinya berupa huruf dan

Ha;kat dan Nama Huruf dan Tanda Nama
uruf

[ fat[gah dan i A dan garis

| alif atau A di atas

fathah dan ya

Kasrah dan i | dan garis

& ya di atas
5 Dhammah 0 U dan garis

- dan wau di atas

tanda, yaitu:

Contoh:

<la :mata

D. Ta’ Marbitah

/Sp.ﬁ
o

. 08~

2
2 gila <92 : yamiitu

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua yaitu:

1. Ta’ marbitah yang hidup atau mendapatkan
fathah,

harakat

kasrah,

transliterasinya adalah (t).

2. Ta’ marbitah yang mati mendapatkan harakat
sukun, transliterasinya (h). Kalau pada kata yang
berakhir dengan ta’ marbiitah diikuti oleh kata

xiii
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yang menggunakan kata sandang (al) serta
bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’
marbitah itu ditransliterasikan dengan (ha).
Contoh:

JubY 437 . raudah al-atfal
4La\all 2524l . al-madinah al-fagilah

428l . a)-pikmah

E. Kata Sandang

Dalam pedoman tranliterasi ini, sistem tulisan Arab

dalam kata sandang al seperti huruf alif lam ma arifah

(J) ditransliterasi yang ditulis terpisah dari kata yang

mengukitnya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-)

dengan perbedaan:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu

“1”

huruf diganti dengan huruf yang langsung
mengikuti kata sandang itu.

Kata sandang yang diikuti huruf gamariyah
ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan
yang digariskan di depan dan sesuai dengan
bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah
maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah
Idari kata yang mengikuti dan dihubungkan

dengan tanpa sempang.Contoh:

@m\ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

2

0@

"JJS )'3\ : al-zalzalah (bukan az-zalzalah)
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F. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam

Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan
menjadi bagian dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi
dituliskan menurut cara transliterasi seperti contoh-
contoh di atas. Contoh kata A/-Qur’an dan Sunnah.
Namun apabila kata-kata tersebut menjadi bagian dari
satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus
ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

- FiZilal al-Qur ’an

- Al-Sunnah gabl al-tadwin

- Al-‘Ibrah bi‘umium al-Lafzi La bikhusis al-

Sabab
G. Huruf Kapital

Meskipun susunan tulisan Arab tidak mempunyai
huruf kapital, tetapi di dalam transliterasi huruf Arab
tersebut tidak luput memakai huruf kapital sesuai dengan
ketentuan pedoman ejaaan bahasa Indonesia yang berlaku
yaitu ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Huruf
kapital difungsikan pada penulisan huruf awal seperti
nama orang, tempat, bulan, dan lain-lain dan juga sebagai
huruf pertama pada awal kalimat. Jika nama seseorang
didahului dengan kata sandang (al-), maka huruf pertama
nama orang tersebut selalu menggunakan huruf kapital,
bukan huruf pertama kata sandang. Huruf A pada kata
sandang menggunakan huruf besar (Al-) ketika muncul di
awal kalimat pada. Ketentuan yang sama berlaku untuk

XV



huruf pertama judul referensi yang didahului dengan kata
sandang al- baik dalam teks maupun dalam catatan
referensi.

Contoh:

- Takhrij al-hadis

- Allaghu gafirun rahim

- Alhamdu lillahi rabbi al-"alamin

Xvi



ABSTRAK

Skripsi ini menjelasakan terkait permasalahan mengenai
ketentuan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam bagi
pelaku yang melakukan praktik prostitusi onfline di aplikasi
MiChat dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi
pidana terhadap pelaku yang melakukan prostitusi online di
aplikasi MiChat. Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana
penerapan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sleman
dan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Nomor
393/Pid.Sus/2021/PN.Smn.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif
dengan pendekatan yang digunakan yaitu yuridis normatif.
Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer, sumber
data sekunder, dan sumber data tersier. Dengan metode
pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara dan
dokumentasi. Data yang sudah terkumpul dianalisis dan disajikan
secara deskriptif.

Hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu di jelaskan
larangan melakukan pekerjaan mucikari, di dalam hukum Islam.
Berdasarkan ketentuan dalam Surah An-Nur Ayat 33, pekerjaan
mucikari adalah haram hukumnya. Serta menunjukan bahwa
perkara pada putusan Nomor 564/Pid.Sus/2020/PN.Smn,
Penuntut Umum mendakwakan pelaku prostitusi online dengan
dakwaan tunggal yaitu telah melanggar ketentuan Pasal 45 Ayat
(1) jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan pasal 30 jo Pasal
4 Ayat (2) Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang
pornografi. Kemudian hakim memutuskan dengan putusan pidana
selama 10 (bulan) bulan penjara dikurangi masa tahanan,
Hukuman yang diberikan kepada terdakwa tentu bertolak
belakang dengan dakwaan jaksa penuntut umum.

Kata Kunci: Prostitusi Online, Michat
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ABSTRACT

This thesis explains the problems regarding the provisions of
positive criminal law and Islamic criminal law for perpetrators
who practice online prostitution in the MiChat application and
the judge's conmsiderations in imposing criminal sanctions on
perpetrators who practice online prostitution in the MiChat
application. This study aims to determine how the application of
the law is carried out by the Sleman District Court and the
Jjudge's legal considerations in deciding case Number 393 /
Pid.Sus /2021 / PN.Smn.

This study uses a qualitative research type with the approach
used, namely normative juridical. The data sources used are
primary data sources, secondary data sources, and tertiary data
sources. The data collection method used is by interview and
documentation. The data that has been collected is analyzed and
presented descriptively.

The results of the research that has been carried out are
explained the prohibition of doing pimp work, in Islamic law.
Based on the provisions in Surah An-Nur Verse 33, the work of a
pimp is forbidden by law. And shows that the case in decision
Number 564 / Pid.Sus / 2020 / PN.Smn, the Public Prosecutor
charged the perpetrator of online prostitution with a single
charge, namely violating the provisions of Article 45 Paragraph
(1) in conjunction with Article 27 Paragraph (1) of Law Number
19 of 2016 concerning amendments to Law Number 11 of 2008
concerning Information and Electronic Transactions and Article
3o in conjunction with Article 4 Paragraph (2) of Law Number
44 of 2008 concerning pornography. Then the judge decided
with a criminal verdict of 10 (months) months in prison minus
the detention period, the sentence given to the defendant is
certainly contrary to the charges of the public prosecutor.

Keywords: Online Prostitution, Michatv
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan  teknologi dan  informasi telah
memberikan banyak perubahan dan kemudahan kepada
seluruh lapisan masyarakat. Salah satunya adalah
perkembangan teknologi internet yang dapat diakses oleh
setiap orang. Keberadaan jaringan internet ternyata banyak
memberikan manfaat kepada para penggunanya, seperti
digunakan sebagai sarana pendidikan atau pembelajaran,
sebagai sarana pembangunan ekonomi berbasis teknologi,
sebagai sarana transaksi bisnis online, sebagai sarana untuk
berbagi berita dan cerita, sebagai sarana interaksi sosial, dan
lain-lain.

Perkembangan teknologi internet juga telah
mempengaruhi perkembangan ekonomi, berbagai transaksi
ekonomi seperti jual beli yang sebelumnya dilakukan secara
langsung antara penjual dan pembeli, saat ini hal itu cukup
dilakukan dari jarak jauh yaitu dilakukan secara online
menggunakan jaringan internet. Dengan adanya kemudahan
dalam melakukan transaksi menggunakan jaringan internet,
justu dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan sebagai
sarana untuk melakukan tindak kejahatan, salah satunya
digunakan sebagai layanan prostitusi online. Prostitusi atau

pelacuran online merupakan praktik pelacuran dengan

! https://jabarprov.go.id/index.php/artikel/detail_artikel/143/2015/05/15/
Marakn ya-Prostitusi-Online.



menggunakan jaringan internet atau media sosial seperti
WhatsApp, Line, Telegram terutama pada Aplikasi MiChat
sebagai sarana penghubung atau sarana komunikasi bagi para
mucikari, pekerja seks dengan para penggunanya.

MiChat memiliki fitur unggulan yaitu people nearby
di mana para penggunanya dapat menemukan teman baru
berdasarkan jarak lokasi terdekat. Fitur inilah yang sering
disalahgunakan oleh para pekerja seks komersial (PSK) dan
mucikari dalam melakukan praktik tindak pidana prostitusi
online. Adanya peraturan perundang-undangan yang
merupakan sumber hukum formal yang mengatur terkait
dengan prostitusi online seperti Undang-Undang Informasi
Transaksi dan Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana atau KUHP tidak serta-merta dapat mengurangi
jumlah kasus prostitusi online diaplikasi MiChat tersebut,
ditambah dengan adanya Pandemi Covid 19 yang
mengakibatkan meningkatnya jumlah kasus praktik prostitusi
online di aplikasi MiChat.? Dapat dilihat dari data yang
didapatkan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia
(KPAI), kasus prostitusi online dengan menggunakan
aplikasi MiChat pada tahun 2021 lalu mendapatkan
persentasi tertinggi di antara aplikasi-aplikasi lainnya dengan
jumlah korban eksploitasi seksual anak dan pekerja anak
sebanyak 41%, kemudian aplikasi WhatsApp 21%, Facebook

2 Soeroso. Pengantar Ilmu Hukum. (Jakarta: Sinar Grafika 2015) h. 122.
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17%, tidak diketahui 17%, dan hotel yang dipesan secara
virtual dengan nama Reddorz 4%.*

Sedangkan menurut data yang didapatkan dari
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak (PPPA) menyatakan, bahwa kasus prostitusi melonjak
50 persen lebih banyak sejak adanya pandemi Covid 19
melanda Indonesia. Data lonjakan tersebut belum
menggambarkan kondisi riil hal tersebut terjadi karena tidak
semua korban melaporkan kasusnya. Maraknya kasus
prostitusi online dengan menggunakan aplikasi MiChat,
membuat Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny G Plate
angkat bicara, beliau mengatakan lembaganya sudah
meminta komitmen dari penyelenggara aplikasi pesan instan
tersebut (MiChat) untuk melakukan take down akun yang
digunakan untuk praktik prostitusi dalam jaringan atau
prostitusi online.

Tingginya jumlah kasus prostitusi online di aplikasi
MiChat ini terjadi karena pemerintah tidak secara tegas
melarang adanya praktik prostitusi on/ine di aplikasi MiChat.
Terlihat pada Pasal 296, Pasal 297, dan Pasal 506 KUHP yang
mengatur terkait larangan untuk melakukan kegiatan
prostitusi yaitu “Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan
atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, dan
dijadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam

dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan

3 Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jumlah korban eksploitasi
seksual anak, (10 November 2023), https://www.kpai.go.id/publikasi/hasil-
pengawasan-kpai-tentang-perlindungananak-korban.
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atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”
(Pasal 296 KUHP).*

Pasal tersebut hanya terdapat larangan bagi orang
yang membantu dan menyediakan pelayanan seks secara
illegal, maka dapat disimpulakan bahwa larangan tersebut
hanya berlaku untuk mucikari. Sedangkan para pekerja seks
komersial dan penggunanya tidak ada pasal-pasal yang
mengatur terkait hal tersebut. Adapun dalam Undang-
Undang ITE atau Informasi Transaksi dan Elektronik tidak
mengatur secara khusus terkait dengan praktik tindak pidana
prostitusi online, dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-UndangITE
tersebut hanya menjelaskan terkait ancaman pidana bagi yang
mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat
diaksesnya terkait dengan informasi elektronik yang dapat
melanggar kesusilaan.

Islam menyatakan bahwa prostitusi merupakan
bentuk penghinaan terhadap derajat manusia, khhususnya
wanita. Oleh karena itu, Al-Qur’an dan Hadits Nabi
Muhammad saw yang merupakan sumber hukum Islam yang
paling utama, keduanya telah mengharamkan perbuatan zina
atau prostitusi. Prostitusi adalah mempergunakan badan
sendiri sebagai alat pemuas seksual untuk orang lain dengan
mencapai keuntungan. Berbeda dengan perzinahan yang
artinya yaitu berhubungan seksual yang dilakukan atas dasar

suka sama suka.pelacuran dalam Islam merupakan salah satu

4 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,

Kemiskinan dan Prostitusi, (27 April 2023),
https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/601/isu-utamaprostitusi-

anak.
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perbuatan zina. Pandangan hukum Islam tentang perzinaan
jauh berbeda dengan konsep hukum konvensional atau
hukum positif, karena dalam hukum Islam, setiap hubungan
seksual tanpa ikatan pernikahan (yang diharamkan) seperti
pelacuran masuk kedalam kategori perzinaan yang harus
diberikan sanksi hukum kepadanya, baik itu dalam tujuan
komersil. Sedangkan dalam hukum Islam sangat jelas bahwa
perbuatan zina dan sanksinya di tentukan langsung dalam
syariat Islam secara gath’i yaitu al Quran dan hadits nabi
Muhammad saw menurut Surah an-Nur Ayat 2:

YJ M bhﬂuwh“jds‘}ﬂ;lﬁsf‘)ﬂju‘)ﬂ
ﬂhu}m ;,Lsu\m wqu_«\m,u@d(,shu
;ﬁ\w@\.ﬁ:\.@é_\hc J.@.ua.\l} )AY‘ 5:\”)
Artlnya :"perempuan yang berzina dengan laki laki yang
berzina, hendaklah kamu dera tiap tiap satu dari

keduanya itu dengan seratus kali deraan dan
janganlah kamu di pengaruhi oleh perasaan

kasihan  kepada  keduanya  dan  dalam
menjalankan (ketentuan) agama Allah yaitu jika

kamu sebenarnya beriman kepada allah dan hari

akhirat. Dan hendaklah hukuman keduanya

dilakukan oleh sekumpulan orang orang yang
beriman”.

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi prostitusi
atau zina yaitu memupuk ilmu pengetahuan agama, membuat
dan membentuk hukum prostitusi dan perzinahan sesuai
dengan petunjuk hadits dan al-quran.* Oleh karena itu,
diperlukannya kebijakan yang tegas dalam penanganan kasus

prostitusi online di aplikasi MiChat terhadap para pihak yang



ikut terlibat dalam praktik tersebut, dengan tujuan agar
mendapatkan solusi yang efektif dalam melakukan
penanganan terhadap kasus tersebut. Sanksi pidana yang
sering kali hanya dijatuhkan kepada mucikari saja dalam
praktik prostitusi online di aplikasi MiChat, Hal ini menjadi
pertimbangan penulis untuk melakukan penelitian terkait
sanksi pidana terhadap pekerja seks komersial dalam kasus
praktik prostitusi online di aplikasi MiChat. Oleh karena itu,
penulis akan mengkaji Putusan Nomor
564/Pid.Sus/2020/PN.Smn. yaitu pada kasus hukum yang
terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang
terungkap pada Senin, 11 Januari 2020, pelaku yang
merupakan seorang pekerja wiraswasta bernama Elisabeth
als Siska. Modus kejahatan yang dilakukan pelaku dalam
melancarkan praktiknya yaitu menggunakan aplikasi MiChat
sebagai sarana untuk mempromosikan (menjual) diri, serta
untuk melakukan interaksi dengan pengguna jasanya.
Berdasarkan pada Putusan Hakim Pengadilan Negeri Sleman
prostitusi online di aplikasi MiChat, pelaku yaitu Elisabeth
Als Siska dijatuhi hukuman pidana penjara 10 (sepuluh)
bulan dikurangi masa tahanan.

Sebagaimana uraian di atas perlu adanya suatu
penelitian dan analisis terkait undang-undang yang berlaku,
serta penerapan sanksi pidana penjara yang dijatuhkan kepada
pelaku dan ringannya hukuman bagi pelaku, sehingga tidak
akan menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana
prostitusi online di aplikasi MiChat. Mengingat bahwa
praktik tindak pidana prostitusi online di aplikasi MiChat



sangat mudah untuk diakses, serta akan berdampak luas dan
lebih cepat untuk berkembang jika kita bandingkan dengan
praktik prostitusi konvensional atau praktik prostitusi yang
menawarkan diri secara langsung di tempat. Oleh karena itu
perlu adanya sebuah penelitian untuk mengetahui,
memahami serta menjelaskan terkait seperti apa ketentuan
hukum bagi para pekerja seks komersial (PSK) yang terlibat
dalam kasus tindak pidana prostitusi online di aplikasi
MiChat dengan menganalisis Putusan Nomor
393/Pid.Sus/2021/PN.Smn. Serta apa saja yang menjadi dasar
pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana
kepada Pekerja seks komersial (PSK) yang melakukan
praktik tindak pidana prostitusi online dengan menggunakan
aplikasi MiChat.

Berdasarkan gambaran mengenai permasalahan
tersebut, maka peneliti teratarik untuk membuat sebuah
penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Positif
dan Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan Aplikasi MiChat
dalam Prostitusi Online (Analisis Putusan Pengadilan Negeri
Sleman Nomor 564/Pid.Sus/2020/Pn.Smn)”.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan hukum pidana positif dan pidana
Islam bagi pelaku penyalahgunakan aplikasi MiChat
dalam prostitusi Online?

2. Bagaimana  dasar  pertimbangan  hakim  dalam
memutuskan perkara Nomor 564/Pid.Sus/2020/PN.Smn
tentang prostitusi Online di aplikasi MiChat?



C. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah di atas, dapat diketahui

bahwa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.

Untuk menganalisis ketentuan hukum pidana positif dan
pidana Islam bagi pelaku penyalahgunakan aplikasi
MiChat dalam prostitusi Online.

Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam
memutuskan perkara Nomor 564/Pid.Sus/2020/PN.Smn
tentang prostitusi Online di aplikasi MiChat.

D. Manfaat Penelitian

1.

Secara Teoritis

Secara teoritis, dapat menjadi landasan bagi
penelitian yang sejenis dalam kajian keilmuan khusunya
ilmu hukum pidana. Penelitian ini juga dapat menjadi
sumber bagi para mahasiswa, akademisi, dan praktisi
hukum untuk melakukan penelitian lanjutan dengan

kategori penelitian yang sama.

. Secara Praktis

Secara praktis, peneliti berharap agar penelitian
ini dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi
para aparat penegak hukum yang berwenang dalam

menangani kasus tindak pidana prostitusi Online.

E. Tinjauan Pustaka



Melalui telaah pustaka peneliti dapat memberikan
penjelasan mengenai dasar-dasar penelitian yang dilakukan
serta memberikan batasan-batasan terhadap penelitian yang
dilakukan. Berikut beberapa skripsi terdahulu yang
pembahasan mendekati judul yang diangkat oleh peneliti,
yaitu:

Pertama yaitu penelitian yang di tulis oleh Prayuda
Kevin Surya berjudul Tinjauan Hukum Praktik Prostitusi
Online pada Anak dalam Aplikasi MiChat Dihubungkan
dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak Juncto Undang Undang
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik. Penelitian tersebut menggunakan
Metode pendekatan yang dilakukan bersifat yuridis normatif,
yaitu dengan melakukan analisis terhadap-permasalahan
hukum melalui norma-norma hukum yang termuat dalam
peraturan perundang undangan di Indonesia. Metode analisis
data yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah
Yuridis Kualitatif yaitu suatu metode yang mengkonsepkan
hukum sebagai norma, kaidah, asas, atau dogma-dogma.
Prostitusi online pada anak merupakan suatu tindak pidana
dan dapat dijerat UU ITE atau Undang-undang No 11 Tahun
2008 Jo Undang-undang No 19 Tahun 2016 tentang
informasi dan transaksi elektronik Pasal 45 Ayat (1) tentang
ketentuan pidana serta UU Perlindungan Anak atau Undang
undang pada Undang undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang



Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak Peraturan perundang-
undangan Pasal 59. Perlindungan hukum terhadap anak dari
praktik prostitusi online pada anak sifatnya masih secara
umum. walaupun memang didalam undang-undang
perlindungan anak sudah di atur tentang eksploitasi seksual
anak termasuk prostitusi online anak yang secara tidak
langsung merupakan bentuk perlindung represif tetapi pada
kenyataan masih banyak praktik prostitusi online kepada
anak yang menjamur di Indonesia.’

Kedua yaitu penelitian yang ditulis oleh Amir
berjudul Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Prostitusi
Online yang dilakukan Oleh Mucikari Melalui Aplikasi
MiChat (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2017-2019)”
Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui faktor
penyebab terjadinya  kejahatan prostitusi online yang
dilakukan oleh mucikari melalui aplikasi MiChat di Kota
Makassar dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh
aparat penegak hukum khususnya pihak kepolisian dalam
penanggulangan kejahatan prostitusi onl/ine yang dilakukan

oleh mucikari melalui aplikasi MiChat di KotaMakassar.®

5 Prayuda, K. S. (2022). Tinjauan Hukum Praktik Prostitusi Online Pada
Anak Dalam Aplikasi Michat Dihubungkan Dengan Undang—Undang Nomor 17
Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang—Undang Nomor 23 Tahun
2002 Tentang Perlindungan Anak Juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2016 Tentang Perubahan Atas Undang—Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Informasi Dan Transaksi Elektronik (Doctoral dissertation, Univeristas
Komputer Indonesia).

6 Amir, A. (2021). Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan
Prostitusi Online Yang Dilakukan Mucikari Melalui Aplikasi Michat (Studi
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Ketiga yaitu penelitian yang ditulis oleh Dzaky
Muhammad Baihaqi berjudul “Penggunaan MiChat Sebagai
Sarana Prostitusi Online di Kota Bandung.” Metode
pendekatan yang dilakukan bersifat yuridis normatif, yaitu
dengan melakukan analisis terhadap permasalahan hukum
melalui norma-norma hukum yang termuat dalam peraturan
perundang-undangan di Indonesia. Metode analisis data yang
dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis
kualitatif yaitu suatu metode yang mengkonsepkan hukum
sebagai norma, kaidah, asas, atau dogma-dogma. Prostitusi
online pada anak merupakan suatu tindak pidana dan dapat
dijerat UU ITE atau Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Jo
Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik Pasal 45 Ayat (1) tentang ketentuan
pidana serta UU Perlindungan Anak atau Undang-undang
pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang
Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun
2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 59. Perlindungan
hukum terhadap anak dari praktik prostitusi online pada anak
sifatnya masih secara umum. Walaupun memang didalam
undang-undang perlindungan anak sudah diatur tentang
eksploitasi seksual anak termasuk prostitusi online anak yang
secara tidak langsung merupakan bentuk perlindung represif
tetapi pada kenyataan masih banyak praktik prostitusi online
kepada anak yang menjamur di Indonesia. Perlu adanya

perlindungan secara preventif dari keluarga, masyarakat dan

Kasus di Kota Makassar Tahun 2017-2019) (Doctoral dissertation, Universitas
Hasanuddin).
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pemerintah salah satunya diadakan sosialisasi yang
mengedukasi masyarakat khususnya para orang tua
mengenai pornografi dan eksploitasi seksual anak sehingga
menjadi bentuk pencegahan terhadap eksploitasi seksual
anak khususnya prostitusi online kepada anak.’

Keempat yaitu penelitian yang di tulis oleh Tiara
Amalia Zahra dengan judul “Aspek Hukum Penggunaan
Aplikasi MiChat Sebagai Sarana Tindak Pidana Prostitusi
Online Studi Putusan Pengadilan Nomor
393/Pid.Sus/2021/PN.Bjm.” Skripsi tersebut menjelasakan
terkait permasalahan mengenai penerapan hukum bagi
pekerja seks komersial yang melakukan praktik prostitusi
online di aplikasi MiChat dan pertimbangan Hakim dalam
menjatuhkan sanksi pidana terhadap PSK yang melakukan
prostitusi online diaplikasi MiChat. Studi ini bertujuan untuk
mengetahui bagaimana penerapan hukum yang dilakukan
oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin dan pertimbangan
hakim  dalam  memutus  perkara  pada  Nomor
393/Pid.Sus/2021/PN.Bjm.  Metode  penelitian  yaitu
menggunakan jenis penelitian normatif yang mengacu pada
norma hukum yang berada pada undang-undang, norma yang
berlaku di masyarakat, dan Putusan Pengadilan Negeri
Banjarmasin yang digunakan sebagai objek kajian penelitian
dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan

(Statute Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach).®

" Baihagi, D. M. (2023). Penggunaan Aplikasi Michat Sebagai Sarana

Prostitusi Online Di Kota Bandung (Doctoral Dissertation, FISIP UNPAS).
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Walaupun sudah banyak penelitian yang identik
dengan apa yang diriset oleh peneliti, terdapat banyak hal
yang membedakannya. Salah satu yang membedakan antara
penelitian-penelitian  (tulisan-tulisan)  diatas  adalah
spesifikasi pembahasannya, dimana dalam penelitian ini
akan terfokus pada ketentuan hukum pidana positif dan
pidana Islam bagi pelaku penyalahgunakan aplikasi MiChat
dalam prostitusi Online dan penerapan hukum yang
dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sleman dan pertimbangan
Hakim  dalam  memutus perkara pada  Nomor
564/Pid.Sus/2020/PN.Smn.

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang akan digunakan dalam
penelitian ini yaitu jenis penelitian kualitatif, jenis
penelitian ini digunakan karena dalam penelitian ini
penulis akan mencermati terkait aspek-aspek kualitas dan
menggali makna serta informasi yang didasarkan pada
Putusan Pengadilan Negeri Nomor
564/Pid.Sus/2020/PN.Smn  tentang  penyalahgunaan
aplikasi MiChat sebagai sarana prostitusi online.
2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu
pendekatan Yuridis Normatif, ini dikarenakan merupakan
pendekatan penelitian yang mengkaji studi dokumen,

dengan menggunakan berbagai data- data sekunder seperti
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peraturan perundang-undangan, teori hukum, putusan

pengadilan yang relevan dengan penelitian ini.
. Data Penelitian

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian

terkait prostitusi online di aplikasi MiChat yaitu:

a.

Data primer, diambil dari Salinan Putusan Pengadilan
Negeri Nomor 564/Pid.Sus/2020/PN.Smn.

Data sekunder, data yang telah di dapatkan dari
literatur buku referensi, pandangan para ahli berbentuk
dokumen yang berkaitan dengan penelitian, jurnal, dan
sumber lain dalam bentuk elektronik maupun cetak
yang dapat menunjang dan mendukung data primer.

. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini

ialah melalui wawancara, observasi, dandokumentasi.

a.

Wawancara

Metode pengumpulan data dilakukan dengan
mengadakan wawancara langsung pada ketua
Pengadilan Negeri Sleman dan Hakim sehubungan
dengan masalah yang diteliti untuk mendapatkan data
yang objektif.

. Observasi

Metode pengumpulan ini dilakukan dengan
pengamatan langsung dari lokasi yaitu mengamati
pelaksanaan kegiatan kegiatan dan sistem pelayanan

yang berlakukan di Pengadilan Negeri Sleman.

Dokumentasi
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Pengumpulan data ini menggunakan tehnik
pengumpulan data dengan cara mencari catatan-
catatan atau dokumen-dokumen yang ada di

Pengadilan Negeri Sleman.

5. Teknik Pengolahan Data
Teknik pengolahan data merupakan suatu
kegiatan pendahuluan dari kegiatan analisis data. Data
yang sudah didapatkan atau diperoleh penulis dari studi
dokumen pada penelitian ini yaitu dilakukan pengolahan
secara deduktif menggunakan tiga langkah, antara lain:

a. Editing, yaitu penulisan kembali terhadap bahan-
bahan hukum yang telah diperoleh sechingga bahan
hukum yang belum lengkap bisa dilengkapi.

b. Sistematis, yaitu melakukan seleksi terhadap bahan-
bahan hukum, setelah itu dilakukan penyusunan
secara sistematis.

C. Deskripsi, yaitu menggambarkan hasil dari penelitian
berdasarkan bahan hukum telah didapatkan atau
diperoleh.

6. Metode Analisis Data
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian
ini yaitu metode analisis deskriptif. Hal tersebut
dikarenakan pada penelitian ini penulis akan mencerna
data yang telah didapatkan secara sistematis dan ditelaah
yaitu, pada Putusan Pengadilan Nomor
564/Pid.Sus/2020/PN.Smn, dan data tersebut akan

disajikan oleh penulis dalam bentuk narasi yang telah
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diringkas oleh penulis dari Putusan Pengadilan Negeri
Sleman.
7. Teknik Penulisan
Teknik  penulisan skripsi mengacu pada
“Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang”.

G. Sistematika Penulisan

Untuk menjelaskan terkait isi dari skripsi yang
dibuat oleh penulis secara menyeluruh, sistematis, dan
terstruktur maka skripsi ini akan disusun menjadi lima
bagian, yaitu:

Bab Pertama, bab ini peneliti akan membahas
terkait dengan pendahuluan yang berisikan uraian latar
belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan,
perumusan, tujuan, manfaat, metode penelitian, sistematika
pembahasan, dan tinjauan kajian terdahulu yang relevan
dengan tema penelitian yang dijadikan acuan agar tidak
terjadi duplikasi dalam penelitian.

Bab Kedua, pada bab ini penelititi membahas
tentang kerangka konseptual yaitu kerangka yang digunakan
untuk memperjelas kata-kata yang digunakan dalam
penelitian ini, dan akan membahas terkait dengan kerangka
teori yaitu penjelasan terkait teori-teori yang akan digunakan
dalam penelitian serta terori tersebut relevan dengan
penelitian.

Bab Ketiga, bab ini peneliti terfokus pada gambaran
umum Pengadilan Negeri Sleman dan deskripsi putusan
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Pengadilan Nomor 564/Pid.Sus/2021/PN.Smn. pada bab ini
berisi sejarah PN Slemsn, wilayah yuridiksi PN Sleman,
struktur organisasi PN Sleman, tugas dan wewenang PN
Sleman.

Bab Keempat, pada bab ini peneliti membahas
mengenai pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan
bagi para pelaku penyalahgunakan aplikasi MiChat sebagai
sarana prostitusi online dalam Putusan Pengadilan Nomor
564/Pid.Sus/2021/PN.Smn.

Bab Kelima, Pada bab ini merupakan bab penutup
yang berisikan tentang kesimpulan yang ditarik mengacu pada
hasil penelitian yang sesuai dengan perumusan masalah yang
telah diterapkan dan juga saran beserta rekomendasi yang
akan lahir setelah pelaksanaan penelitian dalam skripsi.
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BAB 11
TINJAUAN UMUM PENYALAHGUNAAN APLIKASI
MICHAT DALAM PROSTITUSI ONLINE

A. Prostitusi Online

1. Pengertian Prostitusi Online

Kata prostitusi online disusuan dari 2 kata yang
berbeda, yaitu kata prostitusi yang berasal dari bahasa
Inggris “prostitution” yang berarti pelacuran. Menurut
pendapat Soejono Soekamto, pelacuran merupakan suatu
perbuatan seksual yang dilakukan dengan cara berserah
diri kepada umum guna untuk memperoleh bayaran.
Sedangkan kata online memiliki makna tempat yang
dapat diakses oleh seseorang yang mengerti teknologi di
mana digunakan seseorang untuk berhubungan secara
tidak langsung atau maya.®

Sesuai dengan asas dasar pada hukum pidana di
mana suatu perbuatan tidak dapat dihukum pidana apabila
tidak ada peraturan yang menyatakan bahwa perbuatan
tersebut adalah sebuah tindak pidana yang dikenal dengan
asas legalitas (Pasal 1 KUHP). Dari pengertian prostitusi
online tersebut, dapat dirumuskan bahwa prostitusi on/ine
merupakan suatu tindak pidana dikarenakan perbuatan
tersebut telah diatur di dalam peraturan perundang-

undangan, apabila perbuatan tersebut dilakukan maka

8 Henny Saida Flora, “Modus Operandi Tindak Pidana Prostitusi
Melalui Media Online” Journal Justiciabellen, Vol. 02, No. 02, 2021, Hal. 120-
138.
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subjek hukum tersebut harus dimintai
pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya.®

Prostitusi online menjadi salah satu bentuk
kejahatan yang berkembang karena kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi. Semakin berkembangnya
teknologi menyebabkan semakin merebaknya bisnis
prostitusi karena dapat memanfaatkan sarana internet
dalam bertransaksi dan penawaran prostitusi. Kelebihan
menggunakan teknologi komputer dan internet, transaksi
untuk kegiatan prostitusi tidak perlu lagi bertemu di
tempat-tempat Pekerja seks komersial biasa menjajakan
diri seperti di tempat lokalisasi ataupun di pinggir jalan.
Hal tersebut tentunya memberikan keamanan baik bagi
pengguna jasa maupun pekerja seks komersial, sehingga
penggunaan internet sebagai sarana pemasaran bagi
Pekerja seks komersial maupun mucikari guna menjaring
pelanggan  menjadi  semakin  populer.  Dengan
menggunakan media internet memberikan keleluasaan
bagi seseorang untuk bertransaksi tanpa perlu bertemu
secara langsung. Dalam perkembangannya terdapat
berbagai macam sarana internet yang digunakan dalam
kegiatan prostitusi online, seperti menggunakan media
sosial, website, blog, maupun forum online. Modus yang
digunakan yakni dengan menawarkan dan memasang

foto-foto Pekerja seks komersial lengkap dengan data diri

9 Bagus, Shalahudin Serba dan Pratama, M. Fariz Wahyu, “Tanggung
Jawab Pelaku Tindaak Pidana Prostitusi Melalui Media Online.”, Jurnal
Hukum Universitas Islam Darul Ulum, Nomor 1, 2017, hal. 8.
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dan info kontak yang setiap saat dapat dihubungi oleh
konsumen baik melalui telepon seluler maupun Surah
elektronik.™

Praktik prostitusi telah terjadi sejak lama, setua
peradaban manusia, namun publik tampak terkejut saat
beberapa waktu yang lalu polisi berhasil membongkar
praktik prostitusi online yang dilakukan oleh kalangan
artis. Meski dalam kenyataannya prostitusi online dapat
dilakukan oleh siapa saja, tidak terbatas hanya dilakukan
oleh mereka yang terkenal di dunia hiburan. Sebagai
reaksi terhadap kejadian ini, petugas penegak hukum
telah  melakukan langkah-langkah hukum dengan
melakukan ~ pemeriksaan,  penangkapan, bahkan
penahanan terhadap beberapa orang yang diduga
tersangkut dalam kasus ini.**

Sebenarnya literatur hukum pidana tidak
mengenal terminologi "prostitusi online", yang dikenal
hanya istilah prostitusi atau pelacuran. online prostitution
atau pelacuran yang dilakukan dalam jaringan
(daring/online) merupakan suatu perbuatan berhubungan
seksual dengan orang lain dengan menggunakan
“transaksi” yang mana proses transaksi itu dapat
dilakukan dengan menggunakan media elektronik.
Kegiatan ini melibatkan paling tidak dua orang pihak

10 Prambudi Adi Negoro, Analisis Terhadap Prostitusi Online Ditinjau

Dari Hukum Pidana Positif Di Indonesia, Jurnal Recidiv, VVolume 3 No. 1,
Januari- April 2014, hal. 69.

11 Guntur Freddy Prisanto, “Pemberitaan Berlebihan Tindakan Asusila,

Moral Panic Dan Copycat Crime: Kasus Prostitusi Online Artis”, Jurnal
Komunikasi, VVol. 3, No. 2, 2018.
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yaitu orang yang menggunakan jasa layanan seksual dan
pemberi layanan seksual atau pekerja seks komersial
(PSK).

Namun dalam kasus-kasus tertentu terlibat pula
orang lain yang berperan untuk memudahkan atau
memfasilitasi  aktifitas pelacuran dalam jaringan
(prostitusi online) tersebut yang dikenal dengan sebutan
germo atau muncikari. Berdasarkan Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia, hanya
orang yang “Memudahkan” inilah yang dapat diancam
dengan pidana.*®

. Sejarah prostitusi Online

Asal usul prostitusi (pelacuran) modern di
Indonesia dapat ditelusuri kembali hingga ke masa
kerajaan-kerajaan Jawa, dimana perdagangan perempuan
pada saat itu merupakan bagian pelengkap dari system
pemerintahan feodal. Dua kerajaan yang sangat lama
berkuasa di Jawa berdiri tahun 1755 ketika kerajaan
Mataram terbagi menjadi Kesultanan Surakarta dan
Kesultanan Yogyakarta. Pada masa itu konsep kekuasaan
seorang raja digambarkan sebagai kekuasaan yang
sifatnya agung dan mulia. Kekuasaan raja yang tak
terbatas ini juga tercermin dari banyaknya selir yang

dimilikinya. Beberapa orang dari selir tersebut adalah

12 |spawati Asri, “Pola Komunikasi Interpersonal Pekerja Seks Komersil

Dalam Prostitusi Online Di Sosial Media”, Jurnal llmu Komunikasi, Vol. 17,
No. 1, 2022.

13 Alvionita Rhiza K dan Pramesthi Dyah S, Kajian Yuridis Terhadap

Prostitusi Online ( Cyber Prostitution ) Di Indonesia, Recidive Volume 2 No. 3
Sept.- Desember 2013, hal 307.
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putri bangsawan yang di serahkan kepada raja yang
berasal dari persembahan kerajaan lain dan dari
lingkungan masyarakat kelas bawah.**

Prostitusi atau juga bisa disebut pelacuran berasal
dari bahasa Latin yaitu pro-situare yang berarti
membiarkan diri berbuat zina, melakukan perbuatan
persundalan, pencabulan, pergendakan. Dalam bahasa
Inggris prostitusi disebut prostitution yang artinya tidak
jauh beda dengan bahasa latin yaitu pelacuran,
persundalan atau ketunasusilaan. Orang yang melakukan
perbuatan prostitusi disebut pelacur yang dikenal juga
dengan WTS atau Wanita Tuna Susila.'®

Pelacuran dalam kamus Bahasa Indonesia
dijelaskan berasal dari kata lacur yang berarti malang,
celaka, sial, gagal, atau buruk laku. Pelacur adalah
perempuan yang melacur, sundal, wanita tuna susila.
Pelacuran adalah perihal menjual diri sebagai pelacur,
penyundalan.  Menurut  William  Benton dalam
Encyclopedia Britanica, pelacuran dijelaskan sebagai
praktik hubungan seksual yang dilakukan sesaat, yang
kurang lebih dilakukan dengan siapa saja (Promiskuitas)

untuk imbalan berupa uang,'®

14 Lexy Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung : Remaja

Rosdakarya, 2002),hal.103

15 Kartini Kartono, Patologi Sosial (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

1997), Jil | Edisi 2,hal.177

16 Yanuardi Syukur, “Open Boking Online Prostitusi Di Facebook

Dalam Tinjauan Antropologi Simbiolik”, Jurnal Studi Pemuda, Vol. 3, No. 2,
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Prostitusi bukan hanya berdampak pada mereka
yang melakukannya yaitu perlaku dan pemakai jasanya
akan tetapi juga berimbas kepada masyarakat luas,
prostitusi atau pelacuran bahkan membahayakan bagi
kehidupan rumah tangga yang terjalin sampai bisa
menimbulkan tindak pidana kejahatan dan lain
sebagainya. Agama sebagai salah satu pedoman dalam
hidup sama sekali tidak dihiraukan oleh mereka yang
terlibat di dalam praktik prostitusi ini dan benar-benar
merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama.
Pelacuran bukan hanya sebuah gejala individu akan tetapi
sesudah menjadi gejala sosial dari penyimpangan
seksualitas yang normal dan juga agama. Semakin adanya
perkembangan zaman, praktik prostitusi pun merambah
ke dunia maya, banyak situs-situs online yang ada di
dunia maya yang berkedok hanya situs online biasa
ternyata didalamnya apabila ditelusuri menjajakan
perempuan-perempuan dan banyak terjadi praktik
prostitusi online di dalamnya yang sekarang sering
disebut dengan (cyber prostitution).*’

Cyber prostitution merupakan bagian dari cyber
crime yang menjadi sisi gelap dari aktivitas di dunia
maya. Tindak pidana atau kejahatan mayantara adalah sisi
buruk yang amat berpengaruh terhadap kehidupan
modern dari masyarakat informasi akibat kemajuan

teknologi informasi yang tanpa batas. Barda Nawawi

" Terence H, Hull, Endang Sulistianingsih, Gavin W.J, Pelacuran di
Indonesia (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1997), h. 3
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Arief bahkan dengan tegas menggolongkannya sebagai
cyber crime di bidang kesusilaan atau secara sederhana
diistilahkan dengan cyber sex.'® Faktor jauh dari keluarga
dan kebebasan dari kehidupan desa serta adanya fasilitas-
fasilitas hiburan di kota. Menarik para perempuan muda
ini untuk masuk dalam dunia prostitusi. Industri seks di
Indonesia menjadi semakin rumit bersamaan dengan
meningkatnya mobilitas penduduk, gaya hidup,
pendapatan masyarakat dan tantangan yang
dihadapi.Pemanfaatan internet untuk transaksi seks, atau
paling tidak mempromosikan diri para PSK,
sesungguhnya bukan hal baru. Sudah sejak lama beberapa
foto PSK seperti berasal dari lokalisasi Dolly di Surabaya,
Jawa Timur, menghuni dunia maya. Bahkan lewat
fasilitas chatting, info yang beredar di mailing list
mengenai perempuan yang ‘bisa dipakai’ maupun situs-
situs kencan,'® nyata sudah bahwa jaringan virtual ini
telah digunakan sebagai sarana memperdagangkan
perempuan.Ini artinya, penjahat telah melirik teknologi
informasi untuk menjalankan kejahatannya. Meski
promosi dan penawaran PSK yang menggunakan media
cetak masih tetap berkibar. Modus kejahatan transaksi
seks lewat internet, menambah deret modus-modus

kejahatan internet yang terjadi di tanah air. Perkembangan

18 Dian Ekawati Ismail, “ Cyber Crime di Indonesia”, Jurnal Inovasi,
Vol. 6, No. 3, 20009.

9 Hull, T., Sulistyaningsih, E., dan Jones, G.W., Pelacuran di
Indonesia: Sejarah dan perkembangannya, Pustaka Sinar Harapan dan Ford
Foundation, Jakarta, 1997, hal 20.
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ini menarik. Dengan hadirnya modus kejahatan dunia
cyber ini, paling tidak akan tetap menempatkan posisi
Indonesia sebagai salah satu negara terdepan dalam
tindak kejahatan teknologi informasi.

Cyber prostitution merupakan salah satu bentuk
dari cyber crime yang dalam ketentuan Pasal 27 UU
Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik  dikategorikan sebagai perbuatan yang
dilarang. Adapun perbuatan yang dilarang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1) adalah “Perbuatan
mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau
membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau
dokumen elektronik yang memiliki muatan yang
melanggar kesusilaan.” Perbuatan mendistribusikan
dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat
diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen
elektronik yang memiliki muatan yang melanggar
kesusilaan terwujud dalam kegiatan prostitusi melalui
media internet. Walaupun telah diatur dalam peraturan
perundang-undangan nasional namun nyatanya cyber
crime merupakan kejahatan yang bersifat transnasional
sehingga penegakannya masih sulit dilakukan.*

Prostitusi cyber memiliki dampak lebih dari satu
negara, hal ini disebabkan karena karakter cyber liberty
(kebebasan di dunia maya) sehingga mudah diakses oleh

paranetter di berbagai negara. Hal ini sesuai dengan

2 Dian Ekawati Ismail, “ Cyber Crime di Indonesia”, Jurnal Inovasi,
Vol. 6, No. 3, 20009.
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karakter kejahatan transnasional yang melintasi batas
negara. Peraturan yang ada di Indonesia yaitu khususnya
dalam ketentuan Pasal 27 UU Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik seharusnya
sudah mampu untuk menggulung praktik prostitusi
melalui dunia maya ini. Namun sayangnya dengan
kendala keterbatasan yang ada pemerintah belum mampu
untuk menutup situs situs dunia maya yang jelas-jelas
berbau praktik protitusi. Memang di masa sekarang,
teknologi seperti mata pisau, yang satu dapat digunakan
untuk hal-hal yang baik dan jika digunakan oleh orang
yang tidak bertanggung jawab maka akan menimbulkan
kerugian bagi orang lain.?
3. Dasar hukum prostitusi Online

Dalam KUHP tidak terdapat pengertian mengenai
tindak pidana. istilah tersebut dikenal dalam hukum
pidana Belanda dengan istilah “straafbar feif”. Salah satu
ahli hukum yang menafsirkan pengertian tindak pidana
adalah Teguh Prasetyo. la mengartikan tindak pidana
merupakan “Perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang
dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan
disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan

sesuatau yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga

2L Alvionita Rhiza K dan Pramesthi Dyah S, Kajian Yuridis Terhadap
Prostitusi Online ( Cyber Prostitution ) Di Indonesia, Recidive Volume 2 No. 3
Sept.- Desember 2013, hal 309.
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perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang
sebenarnya diharuskan oleh hukum).?

Tindak pidana prostitusi online yang dimaksud
adalah suatu kegiatan perdagangan manusia, dilakukan
seseorang dengan teknologi internet untuk memudahkan
kegiatan prostitusi. Termasuk ke dalam definisi perbuatan
cabul, karena memenuhi sejumlah unsur-unsur seperti
persetubuhan di luar perkawinan dan dilakukan untuk
mendapat kenikmatan seksual. Prostitusi online sendiri
merupakan salah satu metode yang digunakan untuk
mempromosikan diri guna mendapatkan melancarkan
aksi pelacuran agar mempermudah dalam proses
mempromosikannya.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
tidak memberikan penjelasan mengenai kata kesusilaan
dalam penjelasannya. meskipun tidak secara nyata
menjelaskan mengenai prostitusi online, namun dapat
memenuhi unsur melanggar kesusilaan. Pasal-pasal yang
terdapat di dalamnya memberikan sanksi bagi para pelaku
yang melakukan dan melanggar kesusilan yang dapat
dikatakan cukup berat. baik dalam hukuman pidana
penjaranya maupun pidana dendanya. Berikut analisis
pasal yang menunjukan kepada muatan yang

mengandung pornografi dalam UU ITE.

2 Teguh prasetyo, Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada,Jakarta, 2014,
him. 50.
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Perbuatan-perbuatan yang  dilaksanakan di
internet (Online) telah diatur dalam UU ITE, contohnya
ialah prostitusi Online, akan tetapi dalam pasal-pasal
peraturan tersebut tidak ada yang menggunakan kata
prostitusi secara langsung, terkecuali pada pasal 27 Ayat 1
yang terdapat kata melanggar kesusilaan yang kemudian
ditafsirkan sebagai perbuatan yang dilarang. Dalam pasal
27 Ayat 1 berbunyi:” Setiap Orang dengan sengaja dan
tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan
dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan
yang melanggar kesusilaan” atas penafsiran sistematis
dari KUHP, diketahui bahwa pasal 27 Ayat (1) melanggar
perbuatan prostitusi yang dilakukan dengan internet
(Online). Oleh karena itu dapat kita ketahui apabila
terjadi prostitusi subjek hukum yang dapat dimintai
pertanggungjawaaban pidananya ialah orang maupun
korporasi baik yang berbandan hukum atau tidak atas
kesalahannya yang dilakukan secara sengaja maupun
tidak sengaja.?®

Dalam praktiknya, selama ini hukum pidana
positif belum dapat menjerat seluruh pelaku yang terlibat
dalam praktik tersebut, khususnya bagi pengguna jasa
prostitusi. Pengguna jasa prosttitusi tidak dapat dimintai

pertanggungjaawaban pidananya oleh karena tidak

2 Edy Purnomo Reno Bachtiar, Bisnis Prostitusi (Yogyakarta: Pinus,
2007), him. 80-83
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adanya kejelasan peraturan mengenai prostitusi. *

Sehingga perlu adanya pembaharuan hukum pidana
khususnya mengenai prostitusi online yang semakin
marak di Indonesia.

4. Prostitusi Online menurut hukum pidana Islam
a. Tindak pidana prostitusi dalam hukum Islam

Menurut hukum Islam sangat jelas, bahwa
perbuatan zina dilarang dan sanksinya di tentukan
langsung dalam syariat Islam secara qath’iy yaitu al-
Quran dan hadits Nabi Muhammad SAW. Menurut
Surah An-Nur Ayat 2: “Perempuan yang berzina
dengan laki laki yang berzina, hendaklah kamu dera
tiap tiap satu dari keduanya itu dengan seratus deraan.
Dan janganlah kamu di pengaruhi oleh perasaan
kasihan kepada keduanya di dalam menjalankan
(ketentuan) agama Allah SWT vyaitu jika kamu
sebenarnya beriman kepada Allah SWT dan hari
akhirat. Dan hendaklah hukuman keduanya iyu
disaksikam oleh sekumpulan orang orang Yyang
beriman.?

Dalam hukum Islam, zina adalah perbuatan
yang sangat tercela dan pelakunya di kenakan sanksi
yang amat sangat berat, baik itu hukum dera maupun
rajam, karena alasan yang dapat di pertanggung

% Anindia, Islamia Ayu dan R. B, Sularto, “Kebijakan Hukum Pidana
Dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi Sebagai Pembaharuan Hukum
Pidana”. Jurnal hukum, Universitas Diponogoro, semarang, 2019, him. 25.

% Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Jakarta : PT
Grafindo Persada, 2005, h. 58.
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jawabkan secara moral dan akal. Pelaku zina di ancam
dengan hukuman berat. Pelakunya di hukum dengan
rajam (dilempari batu sampai meninggal dengan di
saksikan banyak orang), jika muhsan. jika ghairu
muhsan di hukum cambuk 100 kali. Adanya
perbedaan hukuman tersebut karena muhsan
seharusnya lebih menjaga diri untuk melakukan
perbuatan zina, apalagi masih dalam ikatan
perkawinan yang berarti menyakiti dan mencemarkan
nama baik keluarganya, sementara ghairu muhsan
belum pernah menikah sehingga nafsu syahwatnya
lebih besar dengan didorong rasa keiingintahuannya.
Namun keduanya tetap sangat dicela Islam dan tidak
boleh di belas kasihan. Hukumun tersebut termasuk
dari hukuman hudud karena telah ada ketentuaannya
dengan jelas pada nash.?

Larangan melakukan pekerjaan mucikari,
berkaitan dengan larangan terhadap perdagangan
perempuan, baik dewasa maupun anak anak. Dalam
hukum Islam, berdasarkan ketentuan dalam Surah An-
Nur Ayat 33, pekerjaan mucikari dalah haram
hukumnya. lebih lebih dalam pekerjannya para
mucikari disertai dengan menyediakan benda benda
pornografi atau perbuatan pornoaksi sebagai
pelayanan konsumen atau pelanggan. “Dan janganlah

kamu paksa budak budak perempuanmu melakukan

% Syamsul Huda, “ Zina Dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab
Undang Undang Hukum Pidana”, Jurnal Studia Islam, Vol. 12, No. 2, 2015.

30



pelacuran (al-bigha), sedangkan mereka sendiri
menginginkan kesucian karena kamu hendak mencari
keunntungan duniawi. Dan barang siapa yang
memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah SWT
adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang
(kepada mereka yang dipaksa melakukan pelacuran)
sesudah mereka di paksa itu.?’

Larangan melakukan pekerjaan mucikari dalam
Surah An-Nur Ayat 33 di dahului oleh perintah dalam
Surah An-Nur Ayat 32, agar kita mengawinkan atau
menganjurkan orang-orang yang berstatus sendirian
melakukan perkawinan. Dan jika mereka miskin
menurut An-Nur Ayat 32, tersebut, Allah SWT
memampukan mereka dengan karunianya. Pada awal
Ayat 33 Surah An-Nur di kemukakan bahwa bagi
orang yang tidak mampu melakukan perkawinan
hendaklah menjaga kesucian dirinya, sehingga Allah
SWT memberikan kemampuan kepada mereka melalui
karunianya kaitan antara Surah An-Nur Ayat 32 dan 33
adalah sangat berkaitan, karena kedua Ayat tersebut
mengatur agar agar orang menjaga kesucian dirinya
dari perbuatan zina melalui Lembaga perkawinan.
Dalam perintah Allah SWT tersebut mengandung
larangan berbuat zina. Selain larangan melakukan
Tindakan perzinaan, dalam Ayat 33 secara tegas diatur

pula tentang larangan melakukan pekerjaan mucikari

27 Adami Chazawi, loc.cit, h. 61
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yang menyediakan pelacur untuk perzinaan dan
pelacuran.?®
Surah An-Nur Ayat 33 tidak diatur secara jelas
tentang sanksi terhadap mucikari, meskipun demikian,
tidak berarti bagi para mucikari tidak ada
hukumannya. Sanksi terhadap mereka dapat
ditentukan melalui lembaga ta,zir, karena setiap
perbuatan maksiat yang tidak dapat dikenai sanksi
hudud (termasuk didalamnya gishash) atau kaffarah
dikualisifikasikan sebagai jarimah fa,;zir dengan
ukuran dan jenis sanksi yang preventif, agar mereka
jera dan tidak berusaha mengulangi perbuatan maksiat
itu lagi. Misalnya selain di jatuhi hukuman penjara,
pelaku juga dijatuhi hukuman denda berupa sejumlah
uang halal yang wajib di bayar kepada korban, atau
berupa resitusi. Sanksi atas perbuatan mucikari yang
melakukan tindak pidana tersebut seharusnya lebih
berat, yaitu berupa azab yang pedih, kareana
melakukan dosa besar.
b. Konsepsi jarimah
1) Pengertian Jarimah
Jarimah berasal dari kata s,» yang
sinonimnya —-S &18 5 artinya berusaha dan bekerja.
Usaha ini difokuskan pada usaha yang tidak baik
atau usaha yang dibenci oleh manusia. Juga

jarimah mempunyai arti melakukan setiap

% Neng Djubaedah, Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum
Islam, Jakarta : Kencana, 2009, edisi revisi, h.87
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perbuatan yang menyimpang dari kebenaran
(perbuatan dosa), keadilan, dan jalan yang lurus
(agama). ® Sedangkan menurut istilah, definisi
jarimah dikemukakan oleh Imam al-Mawardi :
2 gl s e bl e Aae pd G ghaas &l al)
“Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang
oleh syara, yang diancam dengan hukuman had
atau ta,zir.” Istilah jarimah mempunyai perbedaan
tipis dengan istilah Jinayah.

Menurut  madzhab  Hanafi,  Jinayah
membahas tentang kejahatan terhadap jiwa dan
anggota badan, sedangkan masalah yang terkait
dengan kejahatan terhadap benda diatur pada bab
tersendiri. Adapun madzhab lain tidak memisahkan
antara perbuatan jahat terhadap jiwa dan anggota
badan dengan kejahatan terhadap harta benda
(pencurian, kejahatan terhadap harta benda
lainnya). Selain itu, Abdul Wahab Khallaf
mengemukakan Jinayah secara bahasa ialah: Wl ax)

e Lay d (e el gisy “Nama bagi  hasil
perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang
diusahakannya.” Sedangkan Jinayah secara istilah
oleh Abdul Qadir Audah adalah: s~ J2él sl Aliallé
A e o Je o) pats e Jadll adg o) g e i Jinayah
adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang

oleh syara’ baik perbuatan tersebut mengenai jiwa,

B https://kingilmu.blogspot.co.id/2015/11/pengertian-jarimah-unsur-
dan-ruang.html diunduh pada tanggal 28 Februari 2023 pukul 10.30
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harta, atau lainnya.” Sehingga dalam penggunaan

kata Jinayah mempunyai arti lebih luas, yakni

ditujukan kepada segala sesuatu yang berkaitan
dengan kejahatan manusia dan tidak ditujukan pada
satu perbuatan dosa tertentu (jarimah). Oleh karena
itu, pembahasan yang berisi tentang masalah-
masalah kejahatan, pelanggaran yang dikerjakan,
dan hukuman yang diancam ke pelaku perbuatan
disebut Jinayah, bukan jarimah. Juga, kata jarimah
dalam hukum positif diistilahkan sebagai tindak
pidana (delik) atau pelanggaran.
2) Unsur-unsur Jarimah

Suatu perbuatan dikatakan jarimah
apabila memenuhi unsur-unsur jarimah, Abdul

Qadir Audah mengemukakan unsur-unsur umum

jarimah yaitu:*

a) Unsur Formal (S, =4 yaitu adanya nash
(ketentuan) yang melarang perbuatan dan
mengancamnya dengan hukuman. Dalam unsur
formal ini terdapat lima masalah pokok yaitu:
Asas legalitas, Sumber-sumber aturan pidana
Islam, Masa berlakunya aturan pidana
Islam,Wilayah atau lingkungan berlakunya,
Asas pelaku atau kriterian oarng yang berlaku

dalam pidana Islam.

3% Syamsul Huda, “ Zina Dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab
Undang Undang Hukum Pidana”, Jurnal Studia Islam, Vol. 12, No. 2, 2015.
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b) Unsur Materiil oSl g2l yaitu adanya tingkah
laku yang membentuk jarimah, baik berupa
perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak
berbuat (negatif) yang bersifat melawan hukum.
Unsur materiil ini mencakup: jarimah yang
belum selesai atau percobaan, turut serta
melakukan jarimah.

c) Unsur Moral ¢S oY) yaitu bahwa pelaku
adalah orang yang mukallaf, yakni orang yang
dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak
pidana yang dilakukan. Unsur moral ini
mencakup tentang: Pertanggungjawaban pidana,
Hapusnya pertanggungjawaban pidana.

c. Konsepsi Tindak Pidana Zina
1) Pengertian Zina

Zina secara etimologi berasal dari bahasa
arab zanaa yang artinya persetubuhan di luar
pernikahan. Dalam bahasa Inggris kata zina disebut
sebagai formication artinya persetubuhan di antara
orang dewasa yang belum kawin dan adultery
artinya persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki
dengan perempuan yang bukan suami istri dan
salah satu atau keduanya sudah terikat dalam
perkawinan dengan suami atau istri lain. Untuk
fornication dalam bahasa Arab digunakan untuk

istilah zina ghairu muhsan, sementara untuk
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adultery dalam bahasa Arab digunakan untuk
istilah zina muhsan.®
Sedangkan secara terminologi, ulama
mendefinisikan zina dari berbagai perbedaan
redaksi tetapi substansi sama. Berikut ini adalah
pendapat ulama tentang zina yaitu:
1) Pendapat Malikiyah
Ulama Malikiyah mendefinisikan zina
adalah perbuatan mukallaf yang menyetubuhi
farji anak Adam bukan miliknya secara sepakat
(tanpa ada syubhat) dan disengaja. orang oleh
dilakukan yang persetubuhan adalah Zina
al) Sllay GAJT CJS alla ;.L} UJ\‘
Jaaxs (gl & 8
mukallaf terhadap farji manusia (wanita) yang
bukan miliknya secara disepakati dengan
kesengajaan.®
2) Pendapat Hanafiyah
Ulama Hanafiyah mendefinisikan zina
adalah perbuatan lelaki yang menyetubuhi
perempuan di dalam kubul tanpa ada milik dan

menyerupai milik.

31 Eman Sulaeman, Delik Perzinaan dalam Pembaharuan Hukum
Pidana di Indonesia, Semarang : Walisongo Press, 2008, h. 47

% Syarah az-Zarqani ‘ala Mukhtasar Khalil ( Penerbit Muhammad
Afandi Musthafa), jld. VIII, him. 74-75; al-Hattab, Mawahibul Jalil Syarkh
Mukhtasar Khalil (Penerbit Sa’adah), cet. 1, jld. VI, hlm. 290; Hasyiyah ad-
Dasugqia’la asy-Syarhul Kabir, jld. IV, him.313.
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Ji 8 alall chagll aul g LN Ll
a8 WY Al & dall 3l all

©gigd oo s ellall daga
Zina adalah nama bagi persetubuhan yang
haram dalam qubul (kemaluan) seorang
perempuan yang masih hidup dalam keadaan
ikhtiar (tanpa paksaan) di dalam negeri yang
adil yang dilakukan oleg orang-orang
kepadanya berlaku hukum Islam, dan wanita

tersebut bukan miliknya dan tidak ada syubhat
dalam miliknya.*

3) Pendapat Syafi’iyah
obagiie At e
“Zina adalah memasukkan zakar ke dalam farji
yvang diharamkan karena zatnya tanpa ada

syubhat dan tabiatnya menimbulkan
syahwat.

0 gh Ji8 8 ASalall Jxd oa L3

Pendapat Hanabilah Ulama Hanabilah

mendefinisikan bahwa zina adalah perbuatan keji

pada kubul atau dubur. Dari beberapa definisi

diatas, dapat disimpulkan bahwa zina adalah

hubungan badan yang diharamkan dan disengaja
oleh pelakunya.

33 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Jakarta : Sinar Grafika,
2005, h. 6

34 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Jakarta : Sinar Grafika,
2005, h. 6
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B. Aplikasi MiChat

1. Pengertian MiChat

Dalam era perkembangan teknologi dan informasi
yang kini begitu pesat tentunya memberikan begitu
banyak dampak positif hampir disegala bidang, baik
kepentingan formal maupun non-formal. Dengan adanya
teknologi informasi disini tentu sangat mempermudah
semua kalangan untuk dapat mengakses informasi dimana
saja dan kapan saja. Mudahnya mengakses informasi
karena telah tersedianya sarana dan prasarana bagi
pengguna dalam memperoleh informasi dan layanan
melalui jaringan internet. Salah satu bentuk sarana dan
prasarana itu adalah aplikasi yang sering kita gunakan
untuk menampilkan informasi di layar Smartphone
maupun PC. MiChat, dibaca "mai cet", adalah aplikasi
pesan instan yang memiliki fitur untuk menemukan teman
baru berdasarkan lokasi terdekat. MiChat memiliki fitur
"People Nearby" untuk menemukan pengguna lain
aplikasi tersebut yang sedang berada tidak jauh dari
lokasi pengguna. Sama seperti aplikasi perpesanan instan
lainnya, MiChat mendukung pesan dalam bentuk teks,
foto dan video. Aplikasi ini juga dapat digunakan untuk
kelompok mengobrol dengan anggota hingga 500 orang.®

% Laksono, P., & Magfiraini, R. (2018). Cyber Prostitution:

Bergesernya Masalah Sosial Ke Dalam Ruang Virtual. Jurnal Analisa Sosiologi,

3(1).
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Aplikasi MiChat dikembangkan oleh MiChat
PTE Limited, berdasarkan penelusuran, berbasis di
Singapura. Aplikasi MiChat diunduh lebih dari 10 juta
kali di Google Play Store. Google Play Store memberi
rating "3+ untuk aplikasi ini, sementara App Store
memberi rating "17+" dengan alasan mengandung konten
seksual tingkat ringan (infrequent/mild sexual content and
nudity). Aplikasi MiChat merupakan aplikasi pesan
singkat pribadi ataupun pesan grup, berbagi foto, video,
dan pesan suara yang tidak berbayar atau gratis, untuk
menggunakan aplikasi MiChat ini kita dapat dengan
mudah mengunduhnya di Play Store atau App Store yang
berada di smartphone kita. Tujuan awal dari dibuatnya
aplikasi  MiChat adalah untuk  mempermudah
penggunanya dalam berkomunikasi, baik dengan
keluarga, teman, sahabat, rekan kerja, atau siapa 25 saja.

Namun, seiring berjalannya waktu penggunaan
aplikasi MiChat di Indonesia banyak beralih fungsi dari
yang awalnya berguna untuk melakukan komunikasi
dengan konteks positif, sekarang dipergunakan sebagai
media untuk melakukan komunikasi dengan konteks yang
negatif yaitu sebagai wadah praktik tindak pidana
prostitusi online.®® Hal ini terjadi karena dalam aplikasi
MiChat terdapat fitur people nerby. Fitur people nearby

merupakan fitur unggulan yang telah disediakan oleh

3 Zakaria Efendi, “Analisis Komunikasi Pada Apikasi Michat Sebagai
Sarana Media Prostitusi Online Di Pontianak” Jurnal Penelitian Agama Dan
Masyarakat, VVol. 4, NO. 2, 2020.
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aplikasi MiChat. People nearby adalah fitur pencarian
teman baru berdasarkan lokasi jarak terdekat, dengan
menggunakan fitur ini dapat mendeteksi orangorang yang
berada di sekitar tempat tinggal yang berjarak mulai dari
5 km hingga 20 km keatas yang juga merupakan
pengguna dari aplikasi MiChat, sehingga para pengguna
dapat dengan mudah melakukan komunikasi atau
berkenalan dengan teman-teman baru yang berada di
wilayah yang sama dengan pengguna tinggal.
Komunikasi tersebut dapat dilakukan dengan memberikan
informasi terkait data pribadi, foto, dan video dari
pengguna yang melakukan komunikasi.

Jadi aplikasi MiChat merupakan perangkat lunak
atau software yang dibuat untuk memudahkan masyarakat
dalam melakukan kegiatan di dunia maya, aplikasi
merupakan penggabungan fitur-fitur tertentu agar dapat
diakses oleh pengguna aplikasi tersebut. Jadi, aplikasi
merupakan sebuah program atau perangkat lunak yang
difungsikan untuk membantu para penggunanya
menyelesaikan suatu permasalahan dengan cepat dan
tepat.’’ Sedangkan aplikasi MiChat adalah aplikasi yang
hadir pada 10 April 2018 oleh MiChat PTE. Limited yang

berbasis di negara Singapura.

37 Definisi Aplikasi MiChat, 28 Februari 2023 https://www.michat.sg/id
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Tapi patut pula diingat bahwa MiChat sudah

beberapa kali dikaitkan dengan indikasi prostitusi Online.
Fakta fakta mengenai MiChat™®.

a.

Dengan aplikasi MiChat mengirim pesan lebih cepat
dan hemat kuota. Mengirim pesan ke siapa saja atau
mengirim pesan di grup dengan gratis.

Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan,
pengguna bisa memverifikasi melalui teman
pengguna. Pengguna hanya akan memerima pesan dari
teman-teman pengguna yang terverifikasi. Kini
pengguna tidak perlu khawatir lagi akan diganggu
orang asing maupun iklan yang mengganggu.

Untuk menemukan teman baru dengan aplikasi
MiChat ini, pengguna bisa menggunakan fitur
pengguna di sekitar dan pesan dalam botol.

Guna menambahkan teman pengguna juga bisa
membagikan kode QR pengguna dengan teman
ataupun menambahkan teman hanya dengan memindai
kode QR mereka.

Untuk mencari seseorang yang spesial, pengguna bisa
melempar maupun mengambil botol pesan. Pesan
dalam botol ini mendukung pesan teks, suara, dan
video.

Tidak perlu khawatir lagi dengan kualitas foto yang
pengguna kirim melalui aplikasi MiChat.

% Daffa Althof, Cara Menggunakan MiChat, (28 Februari 2023),
https://www.thelastsurvivors/
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0. Untuk menemukan seseorang dengan minat sama,
pengguna bisa bergabung dalam ruangan chat yang
diinginkan.

h. Aplikasi MiChat ini juga disertai dengan emoji untuk
mengekspresikan emosi pengguna.

i. Mengirim dan menerima video, foto, berkas, teks, dan
pesan suara juga bisa.

J- Chat grup pada Aplikasi MiChat ini memuat hingga
500 anggota.

Maraknya praktik prostitusi online yang dilakukan
oleh mucikari dan para pekerja seks komersial dengan
menggunakan aplikasi MiChat ini membuat MiChat di
pandang buruk oleh banyak orang karena dianggap
sebagai wadah untuk pekerja seks komersial dan mucikari
melancarkan praktik tindak pidana prostitusi Online
tersebut. Adapun cara atau tutorial untuk menggunakan
aplikasi MiChat: Unduh aplikasi MiChat terlebih dahulu
di PlayStore atau Appstore, lalu install di smartphone.
Kemudian Jika sudah terinstal aplikasi MiChat tersebut,
selanjutnya melakukan registrasi akun MiChat dengan
menggunakan nomor seluler. jika ingin menambahkan
teman baru, lalu tekan menu pengguna di sekitar agar
dapat mengetahui siapa saja yang menggunakan aplikasi
MiChat di menu pengguna sekitar. Jika ingin memberikan

pesan anda bisa menekan menu tambah yang berada di

42



pojok kanan atas, dan jika ingin membuat grup di dalam

aplikasi MiChat anda dapat menekan menu buat grup. *
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39 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Isu
utama Prostitusi Anak, (28 Februari 2023)
https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/601/isu-utama-
anakprostitusi.

43



BAB Il
GAMBARAN UMUM PENGADILAN NEGERI
SLEMAN DAN DESKRIPSI PUTUSAN NOMOR
564/Pid.Sus/2020/PN.Smn)

A. Profil Pengadilan Negeri Sleman

1. Sejarah Pengadilan Negeri Sleman

Awal mula berdirinya Pengadilan Negeri Sleman
tahun 1972 vyang pada waktu itu terletak di jalan
Magelang Km. 5 dusun Kutu Tegal Kelurahan Sinduadi
Mlati Sleman, dan menyewa pada rumah penduduk yaitu
di rumah Orang tua Bapak Wandi, hal ini berlangsung
sampai dengan tahun 1976. Pada hari selasa kliwon
tanggal 3 agustus 1976 gedung Pengadilan negeri Sleman
diresmikan berdiri diatas tanah seluas 2730 M2 yang
terletak di jalan Beran (sekarang JI. Merapi), Kelurahan
Tridadi, Kecamatan Sleman, yang kala itu menempati
Gedung seluas 500 M2 yang terdiri dua lantai dimana
hanya ada dua ruang sidang (ruang sidang atas dan ruang
sidang bawah) dan diresmikan oleh Direktur Jenderal
Pembinaan Badan Peradilan umum Departemen
Kehakiman Bapak SOEROTO, S.H., dengan didukung 20
orang personel dengan ketua pada saat itu Bapak
OEMAR SANUSI, S.H., Panitera Bapak SOEPONO,
Bc.HK.; dan 5 orang hakim. Sebelum Tahun 1972
wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman masih
bergabung menjadi satu dengan wilayah hukum
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Pengadilan Negeri Yogyakarta yang pada saat itu
Pengadilan Negeri Yogyakarta terletak di Jin. Trikora
(sekarang untuk kantor BAPAS).*

Menurut ketua pengadilan Negeri Sleman,
Aminudin.S.H,M.H, mengatakan bahwa  dengan
diresmikannya Gedung Pengadilan Negeri Sleman pada
Tahun 1976, maka wilayah Hukum Pengadilan Negeri
Sleman adalah seluruh wilayah Kabupaten Sleman yang
terdiri dari 86 Kelurahan/desa; 17 kecamatan yang
menjadi cakupan wilayah hukum Pengadilan Negeri
Sleman sampai dengan sekarang. Perjalanan Pengadilan
Negeri Sleman sejak 1972-1976 (peresmian), sampai
dengan saat ini mengalami perkembangan-perkembangan
yang mengarah pada suatu kemajuan baik dilihat dari segi
fisik gedung.Sejak 1976 telah dan selalu mengalami
perubahan, yang mana pada tahun 1978 ada perluasan
penambahan gedung seluas 222 M2, vyaitu ada
penambahan 1 Ruang sidang dan Ruang Panitera
Pengganti;pada tahun 1983 ada perluasan gedung lagi
yaitu dibangunnya gedung sebelah barat satu lantai seluas
550 M2, sehingga terdapat empat ruang sidang dan pada
saat itu Kelas Pengadilan Negeri Sleman adalah kelas I,
hal ini berlangsung sampai dengan tahun 1999, dan pada
tahun 1999 Pengadilan Negeri Sleman diusulkan untuk
kenaikan kelas oleh ketua Pengadilan Negeri Sleman
pada waktu itu Bapak HARJOTO, S.H., dan sesuai SK

40 https://pn-Sleman.go.id/pnSleman/sejarah-pengadilan/ di akses 5
Maret 2022, Jam 17.04
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Menkeh RI no : 03.AT.01.05.TH 1999 Pengadilan Negeri
Sleman menjadi Pengadilan Negeri Kelas 1B dan
diresmikan pada bulan Juli Tahun 2000. Dalam
perjalanan perkembangan fisik gedung Pada Tahun 2007,
fisik gedung telah menyesuaikan dengan rencana
Prototype gedung peradilan sesuai ketetapan Mahkamah
Agung RI dan disempurnakan dalam tahun anggaran
2011 dan tahun 2012 sehingga gedung Pengadilan Negeri
Sleman sempurna sesuai Prototype yang ditentukan. *
2. Visi Misi Pengadilan Negeri Sleman

VISI
Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung “Khususnya”
Pengadilan Negeri Sleman

MISI

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan “Khususnya”
Pengadilan Negeri Sleman.

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan
kepada pencari keadilan “Khususnya” Pengadilan
Negeri Sleman.

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
“Khususnya” Pengadilan Negeri Sleman.

4. Meningkatkan kredibiltas dan transparansi badan
peradilan “Khususnya” Pengadilan Negeri Sleman.

4 Wawancara dengan Aminudin.S.H.,M.H, Ketua Pengadilan Negeri
Sleman, Sleman, 16 Mei 2023
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KEBIJAKAN MUTU PENGADILAN NEGERI
SLEMAN

Menurut Bapak Aminudin.S.H.,M.H, mengatakan
bahwa Negeri Pengadilan Negeri Sleman berkomitmen
untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi yang diemban dengan berorientasi kepada
terpenuhinya kepuasan para pencari keadilan atas
pelayanan hukum dengan mengutamakan nilai-nilai
kemandirian, integritas,  kejujuran,  akuntabilitas,
reponsibilitas, keterbukaan, profesionalisme, perlakuan
yang sama kepada semua pencari keadilan, serta menjaga
kewibawaan dan kehormatan institusi melalui:
1. Penerapan sistem manajemen mutu berkelanjutan.
2. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia.
3. Penyelesaian perkara dengan cepat, tepat waktu, dan

biaya ringan.

4. Pemberian informasi kepada pencari keadilan.

MOTTO
3K: Kewajiban, keadilan, dan kehormatan

. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Negeri Sleman

Pengadilan Negeri Sleman

e Alamat : JI. KRT. Pringgodiningrat No 1, Beran,
Tridadi, Sleman

o Telp : (0274) 868401, Fax : (0274) 868401

e Email : pnSleman@yahoo.co.id

e Website : www.pn-Sleman. go.id
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PETA WILAYAH HUKUM. Wilayah Hukum
Pengadilan Negeri Sleman mengikuti pada wilayah
administrasi Pemerintah Kabupaten Sleman, yang saat ini
terdiri dari 17 Kecamatan dan 86 Desa seluas 574,82
km2, dengan koordinat : 107° 15" 03" dan 107° 29’ 30"
Bujur Timur, 7° 34’ 51" dan 7° 47’ 30" Lintang Selatan.

Di samping menjadi wilayah hukum Pengadilan
Negeri Sleman, Kabupaten Sleman juga termasuk dalam

cakupan wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman.

Kabupaten Sleman, terletak di Daerah Istimewa
Yogyakarta, Indonesia. Ibukota di Sleman. Kabupaten ini
berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah di utara dan
timur, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Bantul,
dan Kota Yogyakarta di selatan, serta Kabupaten Kulon
Progo di barat. Sleman dikenal sebagai asal buah salak
pondoh. Berbagai perguruan tinggi yang ada di
Yogyakarta sebenarnya secara administratif terletak di
wilayah kabupaten ini, diantaranya Universitas Gadjah
Mada, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Islam
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Negeri (IAIN Sunan Kalijaga) Yogyakarta, Universitas
Islam Indonesia, Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta, Universitas Pembangunan Nasional
“Veteran” Yogyakarta, Universitas Atmajaya Yogyakarta,
dan STIE YKPN Yogyakarta.*

Pusat pemerintahan di Kecamatan Sleman, yang
berada di jalur utama antara Yogyakarta — Semarang.
Dengan Pendapatan Asli Daerah Rp. 52.978.731.000,-
(2005) Kabupaten Sleman merupakan Kabupaten Terkaya
di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Bagian utara
kabupaten ini  merupakan pegunungan, dengan
puncaknya Gunung Merapi di perbatasan dengan Jawa
Tengah, salah satu gunung berapi aktif yang paling
berbahaya di Pulau Jawa. Sedangkan di bagian selatan
merupakan dataran rendah yang subur. Di antara sungai-
sungai besar yang melintasi kabupaten ini adalah Kali
Progo (membatasi kabupaten Sleman dengan Kabupaten
Kulon Progo), Kali Code, dan Kali Tapus.

Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman,
berbatas:

e Sebelah Utara : Gunung Merapi

e Sebelah Timur : PN. Klaten (Kabupaten Klaten)/PN.
Boyolali (Kabupaten Boyolali)

e Sebelah Selatan: PN. Yogyakarta (Kota
Yogyakarta)/PN. Bantul (Kabupaten Bantul)

42 https://pn-Sleman.go.id/pnSleman/wilayah-yurisdiksi/ di akses 5
Maret, jam 17.07
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e Sebelah Barat : PN Mungkid (Kabupaten
Magelang)/PN. Wates (Kabupaten Kulon Progo).

Keberadaan Kabupaten Sleman dapat dilacak
pada Rijksblad No. 11 Tahun 1916 tanggal 15 Mei 1916
yang membagi wilayah Kasultanan Yogyakarta dalam 3
Kabupaten, yakni Kalasan, Bantul, dan Sulaiman (yang
kemudian disebut Sleman), dengan seorang bupati
sebagai kepala wilayahnya. Dalam Rijksblad tersebut
juga disebutkan bahwa kabupaten Sulaiman terdiri dari 4
distrik yakni : Distrik Mlati (terdiri 5 onderdistrik dan 46
kalurahan), Distrik Klegoeng (terdiri 6 onderdistrik dan
52 kalurahan), Distrik Joemeneng (terdiri 6 onderdistrik
dan 58 kalurahan), Distrik Godean (terdiri 8 onderdistrik
dan 55 kalurahan). Berdasarkan Perda No.12 Tahun 1998,
tanggal 15 Mei tahun 1916 akhirnya ditetapkan sebagai
hari jadi Kabupaten Sleman. Menurut Almanak, hari
tersebut tepat pada Hari Senin Kliwon, Tanggal 12 Rejeb
Tahun Je 1846 Wuku Wayang.

Beberapa tahun kemudian Kabupaten Sleman
sempat diturunkan statusnya menjadi distrik di bawah
wilayah Kabupaten Yogyakarta. Dan baru pada tanggal 8
April 1945, Sri Sultan Hamengkubuwono IX melakukan
penataan kembali wilayah Kasultanan Yogyakarta melalui
Jogjakarta Koorei angka 2 (dua). Penataan ini
menempatkan Sleman pada status semula, sebagai
wilayah Kabupaten dengan Kanjeng Raden Tumenggung
Pringgodiningrat sebagai bupati. Pada masa itu, wilayah

Sleman membawahi 17 Kapenewon/Kecamatan (Son)
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yang terdiri dari 258 Kalurahan (Ku). Ibu kota kabupaten
berada di wilayah utara, yang saat ini dikenal sebagai
desa Triharjo. Melalui Maklumat Pemerintah Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 tahun 1948
tentang perubahan daerah-daerah Kelurahan, maka 258
Kelurahan di Kabupaten Sleman saling menggabungkan
diri hingga menjadi 86 kelurahan/desa. Kelurahan/Desa
tersebut membawahi 1.212 padukuhan.
4. Tugas dan Wewenang Pengadilan Negeri Sleman

Pengadilan Negeri Sleman (PN Sleman) adalah
pelaksana Kekuasaan Kehakiman pada peradilan tingkat
pertama, yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila,
dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili
serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepada
PN Sleman dan tugas lain yang diberikan kepada PN
Sleman berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Selain menjalankan tugas pokok, PN Sleman diserahi
tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang,
antara lain memberikan keterangan, pertimbangan dan
nasehat tentang hukum kepada Lembaga Kenegaraan di
wilayah hukum PN Sleman, apabila diminta.*®

Menurut Aminudin.S.H.,M.H, mengatakan bahwa
kedudukan  Pengadilan  Negeri  Sleman  yaitu

melaksanakan kekuasaan Kehakiman oleh Mahkamah

43 https://pn-Sleman.go.id/pnSleman/tugas-pokok-dan-fungsi/ di akses 5
Maret, Jam 17:09
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Agung beserta peradilan yang dibawahinya sesuai dengan
UU Nomor 9 tahun 2009 tentang Peradilan Umum.*

B. Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor
564/Pid.Sus/2021/PN.Smn.

Adapun ringkasan Putusan Pengadilan Negeri Sleman
Nomor 564/Pid.Sus/2021/PN.Smn. adalah sebagai berikut:
1. Identitas Terdakwa
Nama lengkap terdakwa adalah Elisabeth als Siska.
Lahir di Yogyakarta, pada 27 November 1973. Berjenis
kelamin Perempuan, berkebangsaan Indonesia, bertempat
tinggal di JI. Pringgokusuman GT 2 No. 527 Rt.25 Rw.07
Kel. Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen, Kota
Yogyakarta. Dan bekerja sebagai wiraswasta.
2. Kronologi kasus
Bahwa terdakwa Elisabeth Als Siska pada hari
Jumat tanggal 11 September 2020 atau pada suatu waktu
lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di
rumah terdakwa tepatnya Kos Paragon 4 Seturan Sleman
Daerah Istimewa Yogyakarta atau setidak-tidaknya
ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum
Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan
mengadili perkaranya, dengan sengaja dan tanpa hak
mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan dan/atau
membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau

Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang

4 Wawancara dengan Bapak Aminudin.S.H.,M.H, Ketua Pengadilan
Negeri Sleman, Sleman, 16 Mei 2023
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melanggar kesusilaan, dimana perbuatan terdakwa

dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwaawal mulanya terdakwa Elisabeth alias Siska
berniat membuat jaringan prostitutsi yang dipasarkan
dengan Online, kemudian untuk mewujudkan niatnya
tersebut terdakwa membuat akun MiChat yang di
download menggunakan handphone Samsung J7+
warna grey dengan nomor kartu 081226261676; -
Kemudian setelah aplikasi MiChat terdownload
terdakwa mendaftarkan nomor 08586998966 dengan
nama akun “NESA” dan setelah mendapatkan kode
verifikasi lalu terdakwa mengaktifkan akun “NESA”
tersebut dan memasang profil foto perempuan
menggunakan baju tangtop dan celana pendek jeans
dengan rambut yang tergerai, dimana foto profil tersebut
terdakwa download dari internet dan bukan psk
sebenarnya yang ditawarkan oleh terdakwa.

Bahwa terdakwa sengaja menampilkan foto profil akun
“Nesa” dalam aplikasi media social MiChat yaitu
perempuan dengan baju yang seksi agar pelanggan /
laki-laki hidung belang menjadi tertarik dengan iklan
yang dipasang oleh terdakwa tersebut; - Bahwa dalam
profile MiChat “NESA” tersebut terdakwa menulis
keterangan “INC COST* dan dalam dunia prostitusi
pelanggan/pengguna sudah fahan yang artinya biaya
semua ditanggung penyedia layanan sex termasuk
kamar hotel; - Bahwa selanjutnya pada hari Jumat
tanggal 11 September 2020 sekitar pukul 15.30 WIB
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ada seorang laki-laki yang mengirim pesan melalui
aplikasi MiChat “NESA” yang dipegang oleh terdakwa
dengan chating sebagai berikut: Terdakwa menulis
“OPEN BO” yang artinya Tawaran atau booking open.
Lalu pelanggan bertanya,“Brapakah” (maksudnya harga
boking perempuan yang ditawarkan terdakwa) dan
dijawab terdakwa dalam chating MiChat St 600 (artinya
standar Rp 600.000) kemudian pemesan menawar, “Bisa
tawarkah sesuai foto“, dijawab terdakwa, “Bisa mau Bo
kapan“ (mau boking kapan) lalu pemesan menawar,
“400“ (artinya Rp. 400.000) dan disepakati terdakwa
dengan jawaban, “Ok 400 bs waktu 1 jam 1x
main®“ (artinya sepakat harga Rp.400.000 ketentuan
waktu maksimal 1 jam dan hanya sekali main), atas
jawaban terdakwa tersebut pemesan menjawab,“kl tak
sesuai foto bisa cancel” (artinya: kalau tidak sesuai foto
yang dikirimkan bisa cancel), kemudian terdakwa
menjawab, “Ok bisa gmn jd gk dan pemesan
menjawab “ada foto” dan atas permintaan pemesan
tersebut terdakwa mengirimkan foto seorang wanita
seksi berparas cantik menggunakan baju warna pink
dengan celana panjang warna hitam. Setelah beberapa
saat tidak ada jawaban dari pemesan kemudian
terdakwa menulis pesan lagi “Gmn kok trus gk ada
kabar hbs minta foto* lalu dijawab pemesan “Haduh,..
kl ke hotel saya gimana saya ini sama 2 temen® lalu
dijawab terdakwa “boleh”, kemudian terdakwa bertanya

“hotelnya dimana” dijawab pemesan “Student Park”,

54



“sekarang bisa*“ dan dijawab terdakwa ‘bisa, room
berapa” dijawab pemesan “kalo sudah sampai saya
jemput di lobby naik lift pakai kartu di lantai 7 dan
terdakwa menjawab “langsung ke kamar aja gapapa”
dijawab pemesan “702”.

Bahwa setelah terdakwa sepakat dengan
pemesan/pengguna melalui chating MiChat tersebut
mengenai harga boking dan tempatnya, lalu terdakwa
menghubungi saksi Sukarsih selaku Pekerja sex
komersial yang dipelihara oleh terdakwa, dengan
menggunakan sarana handphone yaitu memberitahukan
agar saksi Sukarsih bersiap-siap ke Hotel Student Park
lantai 702 untuk melayani tamu laki-laki yang
membokingnya.

Bahwa atas pemberitahuan dari terdakwa tersebut saksi
Sukarsih langsung berangkat menuju hotel student park
menemui pelanggan yang diinformasikan terdakwa
tersebut dan setelah saksi Sukarsih sampai di hotel
student park lantai 702 saksi sukarsih menerima uang
dari pelanggan sebesar Rp. 400.000.

Bahwa beberapa saat kemudian saksi Sulistio
Bimantoro anggota polda DIY yang menyamar menjadi
pelanggan beserta saksi Nuryadi anggota Polres Sleman
yang tergabung dalam tim Satgas Operasi Tindak Maya
Progo mengamankan saksi sukarsih dan menginterogasi
saksi Sukarsih siapa maminya yang telah menawarkan
saksi sukarsih sebagai pekerja sex komersil melalui
aplikasi medsos MiChat dengan akun bernama “Nesa”.

55



e Bahwa sectelah saksi Nuryadi dan saksi Sulistio
Bimantoro mendapatkan informasi dari saksi Sukarsih
kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap
terdakwa Elisabeth alias Siska di kos Paragon 2 seturan
IV catur tunggal Depok Sleman; - Bahwa setelah
dilakukan interogasi oleh saksi Nuryadi dan Sulistio,
benar terdakwa yang telah menawarkan saksi Sukarsih
sebagai pekerja sex komersial dengan menggunakan
aplikasi MiChat dengan akun bernama “Nesa”.

e Bahwa saksi Sukarsih telah melakukan praktik prostitusi
yang ditawarkan secara Online oleh terdakwa sejak
Bulan Maret 2019 dan pembagian hasilnya dari
prostitusi Online tersebut terdakwa sebagai maminya
mendapat 50% kemudian saksi Sukarsih sebagai PSK
nya mendapat 50% dari pembayaran yang dilakukan
oleh pelanggannya.

e Bahwa dalam setiap harinya saksi Sukarsih biasanya
mendapat order atau melayani laki-laki hidung belang
sebanyak 4 sampai 5 orang; Perbuatan terdakwa
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45
Ayat (1) Jo pasal 27 Ayat (1) Undang-undang No. 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
yang telah ditambah dan dirubah dengan UU nomor 19
tahun 2016 tentang perubahan atas UU nomor 11 tahun
2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi

dipersidangan yang selengkapnya sebagaimana terurai
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dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini, untuk
selanjutnya dianggap telah termuat dan dipertimbangkan
dalam putusan ini; Menimbang, bahwa dari keadaan-
keadaan yang terjadi  dipersidangan, berdasarkan
keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti
yang lain, kemudian akan dipertimbangkan apakah

Terdakwa  terbukti  melakukan  perbuatan  pidana

sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa . terdakwa didakwa oleh Penuntut

Umum dengan dakwaan:

e Kesatu : Pasal 45 Ayat (1) Jo pasal 27 Ayat (1) Undang-
undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik yang telah ditambah dan dirubah
dengan UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan
atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan
transaksi elektronik; Atau kedua: Pasal 30 jo pasal 4
Ayat (2) huruf d UU No.44 tahun 2008 tentang
Pornografi ; Menimbang, bahwa oleh oleh karena
dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum disusun
secara alternative maka dalam hal ini Mejelis akan
langsung memilih dakwaan yang menurut fakta-fakta
dipandang memenuhi unsur dakwaan, yaitu dakwaan
kedua melanggar Pasal 30 jo pasal 4 Ayat (2) huruf d
UU No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi yang unsur-
unsurnya sebagai berikut:

a. Unsur Barang Siapa; Menimbang, bahwa yang
dimaksud barang siapa yaitu siapa saja yang dapat

menjadi subyek hukum, yang kepadanya dapat
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dipertanggungjawabkan segala perbuatan yang
dilakukannya bahwa dalam perkara ini yang diajukan
sebagai Terdakwa adalah mengaku bernama
Elisabeth als. Siska dengan segala identitasnya
sesuai dengan Surah dakwaan, yang selama di
persidangan bertingkah laku normal dan dapat
menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan
kepadanya, sehingga dengan demikian unsur barang
siapa ini telah terpenuhi.

b. Unsur menyediakan jasa  pornografi yaitu
menawarkan atau mengiklankan, baik langsung
maupun tidak langsung layanan seksual,

Menimbang, bahwa yang dimaksud Jasa pornografi
adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan
oleh orang perscorangan atau Kkorporasi melalui
pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial,
radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik
lainnya serta Surah kabar, majalah, dan barang cetakan
lainnya, sedang layanan seksual atau pelacuran atau
prostitusi adalah pertukaran hubungan seksual dengan
uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi

dan terdakwa terdakwa yang apabila dihubungkan

dengan barang bukti terlah diperoleh faktafakta sebagai
berikut: Bahwa awalnya Saksi Sulistio Bimantoro dan
saksi Nuryadi sebagai Satgas Tindak Ops Maya Progo

2020 melaksanakan patroli siber pada media sosial

MiChat dan didapati hasil adanya akun Nesa yang
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diduga menawarkan jasa prostitusi melalui akun media
social

Bahwa yang ditawarkan oleh media sosial MiChat
dengan nama akun Nesa adalah seorang perempuan
dengan rambut panjang, sedang duduk, memakai
tanktop hitam dan celana pendek warna biru - Bahwa
kemudian pada hari senin tanggal Jumat tanggal 11
September 2020 saksi chat dengan akun tersebut dan
terjadi kesepakatan harga Rp.400.000,00 (empat ratus
ribu rupiah) diluar harga hotel dan kemudian Saksi
mengajak untuk checkin di Hotel Student Park, kamar
702, Seturan, Depok, Sleman.

Bahwa kemudian salah satu anggota yang tergabung
dalam Satgas Tindak Ops Maya Progo 2020 datang ke
hotel tersebut dan menunggu perempuan yang
dijanjikan, setelah  beberapa waktu kemudian
perempuan tersebut datang dan diketahui bernama
Sukarsih yang ternyata perempuan tersebut adalah PSK
Online melalui media social.

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 11 September
2020 pukul 17.00 wib saksi mengamankan Terdakwa di
Kos Paragon No. 2 Seturan IV, Selokan Mataram,
Kledokan, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta -
Bahwa hubungan antara Sukarsih dengan Terdakwa
adalah Sukarsih dipekerjakan oleh Terdakwa untuk
menjadi pekerja seks komersial melalui media sosial
mechat - Bahwa barang bukti yang saksi temukan pada
Terdakwa adalah 1 (satu) buah handphone merk
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samsung tipe J7+ warna Grey dengan IMEI 1
352806090142633 IMEI 2 352807090142631, 2 (dua)
SIM Card dengan nomor 081226261676 dan
088216518014 dan pada saat mengamankan Sukarsih
adalah Uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu
rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu
rupiah) dan 2 (dua) buah kondom merk sutra warna
merah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut
diatas ternyata benar pada saat saksi Sulistio Bimantoro
dan saksi Nuryadi dari Satgas Tindak Ops Maya Progo
2020 yang telah melakukan Penyelidikan adanya
transaksi seksual media sosila melalui mechat
ditemukan akun atas nama Nesa yang menyediakan
layanan seksual dan setelah diadakan transaksi telah
dapat ditangkap saksi Sukarsih yang merupakan anak
buah terdakwa yang memberikan layakan seksual
dengan nilai transaksi Rp.400.000, sehingga untuk itu
menurut pendapat Majelis unsur menyediakan jasa
pornografi yaitu menawarkan atau mengiklankan, baik
langsung maupun tidak langsung layanan seksual telah
terpenuhi.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan
tersebut diatas, dalam hal ini Mejelis tidak sependapat
dengan Penuntut Umum yang membuktikan dakwaan
kesatu melanggar Pasal 45 Ayat (1) Jo pasal 27 Ayat (1)
Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik yang telah ditambah dan
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dirubah dengan UU nomor 19 tahun 2016 tentang
perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang
informasi dan transaksi elektronik karena ternyata
secara faktual terdakwa tidak hanya mendistribusikan
dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat
diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar
kesusilaan namun juga telah melakukan layanan seksual
sehingga untuk itu dengan didasarkan pada alat-alat
bukti yang sah timbul keyakinan bahwa Terdakwa telah
terbukti secara sah melakukan tindak pidana
menyediakan jasa pornografi, menawarkan atau
mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung
layanan seksual sebagaimana dakwaan kedua penuntut
umum;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Terdakwa
melakukan tindak pidana tersebut, dan selama dalam
persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan
adanya alasan penghapus pemidanaan baik berupa
alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka
Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan patut untuk
dijatuhi pidana berdasarkan dakwaan kedua tersebut.
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan
terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama
ini Terdakwa telah ditahan, maka terhadap masa
penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut
haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

dijatuhkan, dan untuk mencegah Terdakwa menghindar
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dari pelaksanaan putusan, maka cukup alasan untuk
menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

4. Tuntutan
Pengadilan Negeri Sleman menerima tuntutan
pidana yang di ajukan Jaksa Penuntut Umum untuk

Elisabeth als Siska yang pada pokoknya sebagai berikut:

e Menyatakan Terdakwa Elisabeth Als Siska terbukti
bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak
Pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak telah membuat
dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau
dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar
kesusilaan”.

e Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa Elisabeth Als
Siska dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun
dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan
yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa
tetap  ditahan dan  pidana  denda  sebesar
Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga)
bulan kurungan.

e Menetapkan Barang bukti berupa:

a. 1 (satu) buah handphone merk samsung tipe J7+
warna Grey dengan IMEI 1. 352806090142633,
IMEI 2. 352807090142631.

b. Uang tunai sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus
ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,00
(seratus ribu rupiah); Seluruhnya dirampas untuk

negara.
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. 2 (dua) SIM Card dengan nomor 081226261676
dan 088216518014.

d. 2(dua) buah kondom merk sutra warna merah.
Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

e. 1 (satu) lembar screenshot foto profil akun media
sosial MiChat dengan nama akun Nesa

f. 1 (satu) lembar screenshot foto perempuan wanita
sedang duduk dengan menggunakan tanktop warna
hitam.

g. 5 (lima ) lembar screenshot percakapan dengan
akun media sosial dengan nama akun Nesa.
Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara.

e Menetapkan agar terdakwa Elisabeth Als Siska
membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu
rupiah).

5. Saksi saksi
Saksi saksi yang di ajukan oleh jaksa penuntut
umum di muka persidangan dan telah di dengarkan
keterangannya di persidangan di bawah sumpah/janji dan
terdapat 3 saksi yaitu sebagai berikut:

a. Saksi Sulistio Bimantoro

e Bahwa awalnya Saksi melaksanakan patroli siber
pada media sosial MiChat dan didapati hasil adanya
akun Nesa yang diduga menawarkan jasa prostitusi
melalui akun media sosialnya.
e Bahwa yang ditawarkan oleh media sosial MiChat
dengan nama akun Nesa adalah seorang perempuan

dengan rambut panjang, sedang duduk, memakai
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tanktop hitam dan celana pendek warna biru. -
Bahwa setelah itu kemudian pada hari senin tanggal
Jumat tanggal 11 September 2020 saksi chat dengan
akun tersebut dan terjadi kesepakatan harga
Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) diluar harga
hotel dan kemudian Saksi mengajak untuk checkin di
Hotel Student Park, kamar 702, Seturan, Depok,
Sleman.

Bahwa kemudian salah satu anggota yang tergabung
dalam Satgas Tindak Ops Maya Progo 2020 datang
ke hotel tersebut dan menunggu perempuan yang
dijanjikan, setelah beberapa waktu kemudian
perempuan tersebut datang dan diketahui bernama
Sukarsih yang ternyata perempuan tersebut adalah
PSK Online melalui media social.

Bahwa setelah dilakukan pengembangan didapati
Sukarsih dipekerjakan oleh Terdakwa.

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 11
September 2020 pukul 17.00 wib  saksi
mengamankan Terdakwa di Kos Paragon No. 2
Seturan IV, Selokan Mataram, Kledokan,
Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.

Bahwa hubungan antara Sukarsih dengan Terdakwa
adalah Sukarsih dipekerjakan oleh Terdakwa untuk
menjadi pekerja seks komersial melalui media sosial
mechat.

Bahwa barang bukti yang saksi temukan pada
Terdakwa adalah 1 (satu) buah handphone merk
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samsung tipe J7+ warna Grey dengan IMEI 1
352806090142633 IMEI 2 352807090142631, 2
(dua) SIM Card dengan nomor 081226261676 dan
088216518014 dan pada saat mengamankan
Sukarsih adalah Uang sebesar Rp.400.000,00 (empat
ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,00
(seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) buah kondom merk

sutra warna merah.

. Saksi Nuryadi

Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar
Bahwa Jabatan Saksi adalah Banit Satreskrim Polres
Sleman dan Saksi tergabung dalam Satgas Tindak
Ops Maya Progo 2020 yang mendapat tugas dan
tanggungjawab  Melakukan Penyelidikan dan
Penindakan tindak pidana ITE.

Bahwa saksi melakukan penyelidikan dengan
melakukan komunikasi dengan seseorang di akun
mechat dengan akun Nesa yang awalnya Saksi tidak
ketahui siapa pemilik dari akun tersebut. Saksi
kemudian di kirimkan foto seorang perempuan yang
memakai tanktop warna hitam dan celana biru;
Bahwa kemudian Saksi janjian di Hotel Student
Park, Lantai 7, kamar 702, Seturan, Depok, Sleman
dengan kesepakatan harga yaitu Rp.400.000.00
(empat ratus ribu rupiah ) diluar sewa hotel.

Bahwa setelah Saksi sampai hotel, Saksi melakukan
checkin di hotel tersebut dan menuju kamar. Setelah

sampai kamar beberapa saat kemudian wanita
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tersebut datang, dan Saksi mengamankan wanita
tersebut bersama Satgas Tindak Ops Maya Progo
2020 yang sectelah ditanya perempuan tersebut
mengaku bernama Sukarsih yang dipekerjakan oleh
Terdakwa.

e Bahwa kemudian Saksi dan Satgas Tindak Ops Maya
Progo 2020 mendatangi kos Paragon No. 2 Seturan
IV, Selokan Mataram, Kledokan, Caturtunggal,
Depok, Sleman, Yogyakarta untuk menangkap
Terdakwa sebagai mucikari dari prostitusi Online
tersebut.

e Bahwa hubungan antara Sukarsih dengan Terdakwa
adalah Sukarsih dipekerjakan oleh Terdakwa untuk
menjadi pekerja seks komersial melalui media sosial
mechat; - Bahwa barang yang Saksi temukan adalah
1 (satu) buah handphone merk samsung tipe J7+
warna Grey, 2 (dua) SIM Card dengan nomor
081226261676 dan 088216518014.

e Bahwa yang Saksi temukan pada saat mengamankan
Sukarsih adalah Uang sebesar Rp.400.000,00 (empat
ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,00
(seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) buah kondom merk
sutra warna merah.

c. Saksi Sukarsih

e Bahwa keteragan saksi didepan Penyidik benar.

e Bahwa Saksi diperkenalkan oleh Mami Vivi di
Cilacap melalui WhatsApp, kemudian Saksi dijemput

di Cilacap oleh Tomi suami dari Terdakwa
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Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sekira bulan Maret
2019 di Babarsari 8 A (tempat prostitusi)

Bahwa Terdakwa menawarkan prostitusi Online
kepada Saksi dengan aplikasi media sosial MiChat.
Bahwa nama aplikasi media sosial MiChat yang
Terdakwa gunakan untuk menawarkan kepada Saksi
prostitusi Online adalah Nesa.

Bahwa sebelumnya terdakwa menghubungi Saksi
untuk bersiap-siap datang ke Student Park karena
ada tamu yang akan menggunakan jasa Saksi; -
Bahwa nomor HP Mami (terdakwa) yang digunakan
untuk melakukan komunikasi dengan Saksi adalah
081226261676.

Bahwa nomor WhatsApp yang Saksi gunakan untuk
melakukan apabila ada orderan untuk melakukan
hubungan perstitusi adalah 085802445406.

Bahwa Saksi mendapat orderan dari Terdakwa
perhari 4 atau 5 kali. Kalau sejak bulan Maret 2019
sampai sekarang Saksi tidak ingat jumlah orderan; -
Bahwa Saksi diamankan di Hotel Student Park,
Lantai 7, kamar 702, Seturan, Depok, Sleman.
Bahwa Saksi di bawa ke Polda DIY karena Saksi
akan melayani tamu Saksi di hotel student park.
Kemudian ada orang yang menggedor pintu dan
mengaku polisi dari Polda dan HP Saksi di sita; -
Bahwa bagian Saksi dengan Terdakwa adalah 50%,
kalau Saksi mendapat Rp.400.000,00 (empat ratus
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ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan Rp.200.000,00
(dua ratus ribu rupiah).

e Bahwa saksi memberikan uang tersebut kepada
melalui cash atau langsung.

e Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga yang
ditawarkan oleh Terdakwa kepada pelanggan untuk
memboking/mengorder Saksi.

e Bahwa Saudari Siska atau Elisabeth tersebut tinggal
di kos Paragon No. 2 Seturan IV, Selokan Mataram,
Kledokan, Caturtunggal, Depok, Sleman,
Yogyakarta; - Bahwa saksi membenarkan barang

bukti yang ditunjukkan dipersidangan.*®

6. Alat Bukti
Satu buah handpone merk samsung j7+ warna grey

dengan IMEI 1  352806090142633, IMEI 2.

352807090142631.

e Uang tunai sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu
rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu
rupiah); Seluruhnya dirampas untuk negara.

e 2 (dua) SIM Card dengan nomor 081226261676 dan
088216518014.

e 2(dua) buah kondom merk sutra warna merah;
Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

e 1 (satu) lembar screenshot foto profil akun media sosial

MiChat dengan nama akun Nesa.

4% Galinan  Putusan  Pengadilan  Negeri ~ Sleman  Nomor
564/Pid.Sus/2020/PN.Smn hal. 14-15
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e 1 (satu) lembar screenshot foto perempuan wanita
sedang duduk dengan menggunakan tanktop warna
hitam.

e 5 (lima ) lembar screenshot percakapan dengan akun
media sosial dengan nama akun Nesa; Seluruhnya tetap
terlampir dalam berkas perkara.

7. Pertimbangan Hakim®®

Untuk menjatuhkan putusan yang adil hakim perlu
mempertimbangkan faktor faktor yang memberatkan dan
meringankan dari perbuatan terdakwa, baik itu faktor
internal maupun eksternal, serta perbuatan yang timbul atas
perbuatan terdakwa . yang selanjutnya faktor faktor
tersebut akan di pertimbangkan sejalan dengan dari tujuan
dari hukum atau penrgakan hukum itu sendiri yaiyu berupa
tujuan keadilan, kemanfaatan dan tujuan kepastian hukum.

Berdasarkan pada pertimbangan Hakim, bahwa
perkara  Nomor  564/Pid.Sus/2021/PN.Smn.  tentang
prostitusi online yang diajukan ke muka persidangan
berdasarkan pada Surah dakwaan tunggal yang diajukan
oleh Jaksa Penuntut Umum, dimana pekerja seks komersial
yang melakukan telah prostitusi Online didakwa dengan
dakwaan tunggal yaitu pada Pasal 45 Ayat (1) Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik. Dan telah memenuhi unsur-unsur

pelanggaran dari UndangUndang ITE, yaitu:

% Salinan  Putusan  Pengadilan  Negeri ~ Sleman  Nomor
564/Pid.Sus/2020/PN.Smn hal. 7-9.
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a. Unsur setiap orang.

b. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan
dan/atau mentarasmisikan dan/atau membuat dapat
diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen
elektronik yang memiliki muatan yang dapat melanggar
kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 Ayat
(1).

Berdasarkan pada barang bukti dan saksi-saksi
yang telah dihadirkan dalam persidangan maka terdakwa
terbukti bersalah. Dan dijatuhi sanksi pidana yang setimpal
dengan perbuatan yang dilakukannya serta tidak lupa
memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan
memberatkan. Adapun yang meringankan dalam perkara ini
adalah terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak
akan mengulangi perbuatannya lagi.

Sedangkan yang memberatkan terdakwa adalah
perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat dan
terdakwa penah dihukum. Memperhatikan Pasal 45 Ayat
(1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik, dan ketentuan Pasal
30 jo pasal 4 Ayat (2) huruf d UU No.44 tahun 2008
tentang Pornografi, dan pasal-pasal lain dari peraturan
perundangundangan yang bersangkutan dengan perkara
maka pada perkara ini Hakim menjatuhkan putusan pada
yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak
mendistribusikan  dan/atau menstransmisikan dan/atau

membuat dapat diaksesnya Informasi dan Transaksi
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Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki
muatan melanggar kesusilaan” yaitu dengan pidana penjara
selama 10 (sepuluh) dan pidana Rp.250.000.000,- (dua
ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila
denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana
kurungan selama 2 (dua) bulan bulan penjara dan
menetapkan lamanya terdakwa dalam masa tahanan
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan
terdapat beberapa dasar pertimbangan hakim dalam
memutuskan perkara penyalahgunaan aplikasi MiChat
sebagai sarana prostitusi Online di Pengadilan Negeri
Sleman, menurut Ibu Oktafiatri  Kusumaningsih.
SH.,M.Hum dalam memutus perkara
564/Pid.Sus/2020/PN.Smn yang menjadi pertimbangan
utama Seorang hakim dalam memeriksa, mengadili dan
memutus perkara tidak selamanya harus terpaku pada satu
asas saja. Selain itu hakim dapat saja berubah-ubah dari
satu asas ke asas yang lain yang dirasa relevan dituangkan
dalam pertimbangan hukumnya. Dalam membuat
pertimbangan hukum harus dengan nalar yang baik, hal
tersebut yang menjadikan alasan bagi hakim untuk lebih
mengedepankan asas tertentu tanpa meninggalkan asas
yang lain tentunya. Dengan demikian kualitas putusan
hakim dapat dinilai dari bobot alasan dan pertimbangan
hukum yang digunakan dalam perkara.

Menurut Ibu Oktafiatri Kusumaningsih.
SH.,M.Hum prostitusi Online adalah penyakit masyarakat
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yang harus di cegah dalam setiap penerapannya akan tetapi
disisi lain sulit untuk menemukan pihak yang di rugikan
dalam dunia prostitusi itu sendiri. Dalam kasus yang
melibatkan Terdakwa Elisabeth als Siska bahwa dapat
dibuktikan berdasarkan pada keterangan Terdakwa, bahwa
Terdakwa membuat dapat diaksesnya”. Unsur ini
merupakan unsur yang memuat mengenai perbuatan yang
dilarang. Membuat dapat diaksesnya yang diartikan
menjadikan informasi elektronik dengan sistem elektronik
berbasis komputer dapat diterima oleh (alat) penerima
informasi elektronik. Melihat pada kasus Terdakwa
Elisabeth als Siska Kamarin dimana Terdakwa diketahui
memasang foto perempuan untuk membuat tertarik calon
prngguna jasanya, maka Unsur “membuat dapat
diaksesnya” adalah terpenuhi. “informasi elektronik
dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan
melanggar kesusilaan”, melanggar kesusilaan tidak diatur
dalam UU ITE, namun Hakim dalam putusannya
menyatakan bahwa melanggar kesusilaan mengacu pada
perundangundangan yang mengatur mengenai kesusilaan.
Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dikatakan
sebagai perbuatan yang memuat unsur melanggar
kesusilaan karena jika dilihat dari perbuatan berupa
mengirimkan foto-foto perempuan yang dapat disewa

untuk jasa prostitusi.*’

47 Wawancara dengan lou Oktafitari Kusumaningsih.S.H.,M.H, Hakim
Pengadilan Negeri Sleman, Sleman, 16 Mei 2023
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8. Amar Putusan

Menyatakan terdakwa Elisabeth Als Siska, telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana “Menyediakan Jasa Pornografi, Menawarkan
atau Mengiklankan, Baik Langsung Maupun Tidak
Langsung Layanan Seksual.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut
oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh)
bulan dan denda sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima
puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut
tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2
(dua) bulan.

Menetapkan lamanya terdakwa dalam masa
tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan; 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

e 1 (satu) buah handphone merk samsung tipe J7+
warna Grey dengan IMEI 1. 352806090142633, IMEI
352807090142631

e Uang tunai sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu
rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu
rupiah); Seluruhnya dirampas untuk negara.

e 2 (dua) SIM Card dengan nomor 081226261676 dan
088216518014

e 2 (dua) buah kondom merk sutra warna merah;
Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

e 1 (satu) lembar screenshot foto profil akun media

sosial MiChat dengan nama akun Nesa.
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1 (satu) lembar screenshot foto perempuan wanita
sedang duduk dengan menggunakan tanktop warna
hitam;

5 (lima ) lembar screenshot percakapan dengan akun
media sosial dengan nama akun Nesa.

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara
Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa
sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).
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BAB IV
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SLEMAN
NOMOR 564/PID.SUS/2020/PN.SMN TENTANG
PENYALAHGUNAAN APLIKASI MICHAT DALAM
PROSTITUSI ONLINE

A. Analisis Ketentuan Hukum Pidana Positif Dan
Pidana Islam Bagi Pelaku Penyalahgunakan Aplikasi
Michat Dalam Prostitusi Online

Prostitusi online merupakan gejala kemasyarakatan di
mana menjual diri, melakukan perbuatan seksual sebagai mata
pencaharian dan media sosial sebagai alat untuk membantu
bernegosiasi harga dan tempat dilakukannya prostitusi
tersebut. Peraturan yang bisa digunakan untuk penegakan
hukum terkait tindak prostitusi online terdapat pada Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik. Selain itu aturan hukum lain yang
mengatur mengenai prostitusi terdadapat pada Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang, dan UndangUndang
Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, peraturan yang
berkaitan dengan prostitusi di dalam undang-undang di atas

diterapkan dalam kejahatan prostitusi online.*®

“8 Triana Galuh Purnama Sari llusya Nurussaadah,dkk, “Tindak Pidana
Prostitusi Online Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam”, al-
Jianayah | Volume 8 Nomor 1 Juni 2022,. Hal. 6
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Sedangkan dalam pandangan Islam, prostitusi

merupakan suatu hal buruk dan tercela yang mengakibatkan

pelakunya mendapatkan dosa yang besar yang juga akan

mendapatkan hukuman atau sanksi yang berat pula.
1. Analisis Hukum Pidana Positif =~ Terhadap

Penyalahgunaan Aplikasi MiChat dalam Prostitusi
Online
Undang-Undang RI NO.11 Tahun 2008 Tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak

menyebutkan kata prostitusi dalam semua pasalnya.

Kecuali pada pasal 27 yang berisikan tentang

berbuatanperbuatan yang dilarang, menyebutkan Kkata

kesusilaan yang menyangkut kepada hal-hal yang berbau
pornografi. Isi pasal 27 UU ITE yaitu sebagai berikut:*°

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak
mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau
membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan
yang melanggar kesusilaan.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak
mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau
membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan

perjudian.

49 Eltra, ”Sejarah lahirnya uu ITE

http:/eltrations.blogspot.com/2010/11/orem-ipsum-dolor-sit-amet-
consectetur.html, Di akses, 24 Oktober 2023
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(3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak
mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau
membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan
penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

(4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak
mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau
membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan
pemerasan dan/atau pengancaman.

Pada pasal 27 UU ITE, tepatnya pada ayat (1)
menyebutkan  kata  keasusilaan yang maksudnya
menyangkut pada hal-hal bersifat kepornoan. Pasal ini
tidak menyebutkan hal-hal apa sajakah yang dimaksud
keasusilaan tersebut. Sebenarnya ada beberapa pihak yang
menjadi subyek dalam kejahatan prostitusi online ini
yakni:*

a. Pengguna jasa
Yang dimaksud pengguna jasa disini adalah orang
yang membuka, men-download, mengakses, atau
berbagai macam aktifitas lain yang berbau pornografi
yang dilakukan menggunakan media website dari

internet.

%0 Lutfan Muntago, Porno: Definisi dan Kontroversi, (Yogyakarta: Jagad
Pustaka, 2006), h. 39.
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b. Penyedia tempat layanan
Penyedia layanan yang dimaksudkan disini adalah
para pemilik warnet ataupun orang perorang yang
menyediakan tempatnya untuk mengakses website-
website yang berbau pornografi.
c. Pemilik websiteprostitusi online
Pemilik website prostitusi online ini yakni orang
yang memberikan jasa layanan prostitusi online via
website yang dimilikinya kepada para pengguna jasa
layanan prostitusi online.
d. Pemilik server
Pemilik server disini yaitu orang yang memberikan
tempat bagi pemilik website prostitusi untuk
menyimpan data-data mereka agar dapat diakses setiap

orang.

Pada pasal 27 ayat (1) tersebut, menyebutkan “Setiap
Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan
dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat
diaksesnya Informasi FElektronik dan/atau Dokumen
Elektronik.”, sehingga yang menjadi subyek hukum yang
dituntut pertanggungjawaban pidananya dalam UU ini
hanyalah pemilik website prostitusi online, yakni sebagai
orang yang mendistribusikan atau mentransmisikan atau
membuat dapat diaksesnya situs-situs porno atau prostitusi
online tersebut. Kemudian yang dimaksud dengan ‘“yang
memiliki muatan melanggar kesusilaan” pada pasal

tersebut adalah jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
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a. Tidak mengandung nilai melainkan hanya mengandung
unsur yang membangkitkan nafsu birahi bagi yang
melihat, memperhatikan atau pun mendengarnya.

b. Bertentangan dengan nilai-nilai atau norma-norma yang
berlaku dalam masyarakat.

Jadi jelaslah bahwa yang dimaksud prostitusi online
yang diatur pada UU ITE tersebut adalah situs-situs yang
menampilkan atau menyediakan muatan-muatan melanggar
kesusilaan yang tujuannya tiada lain hanyalah untuk
menghasilkan uang dengan cara menampilkan gambar
gadis-gadis pekerja seks komersial, tanpa tujuan lainnya
seperti untuk keperluan pendidikan, terapi pengobatan, dan
lain sebagainya. Ketentuan mengenai sanksi dalam UU ITE
ini termuat, yaitu pada Pasal 45 ayat (1) tentang Ketentuan
Pidana: Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau
ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6
(enam) tahun dan/atau denda  paling banyak
Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal ini
mengancam penjatuhan pidana bagi setiap orang yang
melakukan beberapa kejahatan, yang salah satunya pasal 27
ayat (1) mengenai prostitusi online dengan pidana penjara
maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal 1 miliar
rupiah.”

prostitusi dengan menggunakan media sosial

merupakan hal yang baru di Indonesia, bahkan sebelum

5 Undang-undang Rl No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik, Pasal 27
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lahirnya undang-undang ITE, praktek prostitusi dengan
media soisial sudah banyak terjadi, walaupun dengan masih
sembunyisembunyi. Orang dapat dikatakan mempunyai
kesalahan, jika pada waktu melakukan perbuatan pidana,
dilihat dari segi masyarakatnya dapat tercela karenanya,
yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan
masyarakat padahal mampu untuk mengetahui dampak
buruk perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan
tersebut melanggar ketentraman atau nilai-nilai dalam
masyarakat, dan karenanya dapat bahkan harus
menghindari perbuatan yang sedemikian itu.>

Pada Undang-Undang RI No.44 Tahun 2008
Tentang Pornografi didalam setiap pasal dan ayatnya tidak
menyebutkan secara jelas mengenai kata prostitusi sama
seperti didalam Undang-Undang RI NO.11 Tahun 2008
Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE),
apalagi secara spesifik menyebut kata prostitusi online
yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Namun
banyak terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang
tindakan-tindakan yang bersifat pornografi. Untuk
permasalahan prostitusi online yang banyak melibatkan
banyak pihak, undang-undang ini lebih tegas dalam
menyebukan pihak-pihak tersebut.

Sebelum lebih jauh membahas, undang-undang
ini memberikan penjelasan dari apa sebenarnya yang

dimaksud dengan kata pornografi, di pasal 1 ayat (1)

165.

%2 C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, h.
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penjelasan tersebut diberikan secara terperinci, yang isinya

yakni:
Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto,
tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi,
kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan
lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi
dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat
kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar
norma kesusilaan dalam masyarakat.

Dari semua yang disebutkan dalam pasal 1 ayat (1)
undang-undang pornografi, hanya membatasi itu pada hal-
hal yang membuat kecabulan atau eksploitasi seksual.
Mengenai permasalah prostitusi undang-undang ini
menyebutkannya dengan kata jasa pornografi yang terdapat
pada pasal 1 ayat (2) yang isinya yakni:

Jasa pornografi adalah segala jenis layanan
pornografi  yang  disediakan  oleh  orang
perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan
langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio,
telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya
serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan
lainnya.

Praktek prostitusi yang diatur dalam undang-undang
ini diperjelas pada pasal 4 ayat (2) huruf d yang isi pasal
tersebut mengenai larangan serta pembatasan. Isi pasal 4
ayat (2) huruf d yakni:

Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi
yang menawarkan atau mengiklankan, baik langsung
maupun tidak langsung layanan seksual.
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Melihat kembali pasal 1 ayat (2) dan
menghubungkannya dengan pasal 4 ayat (2) huruf d, maka
praktek prostitusi online dapat dipidanakan. Karena telah
mememuhi unsur-unsur pidana dalam pasal tersebut.
Seperti unsur kecabulan dan eksploitasi seksual pada pasal
1 ayat (2) dan unsur yang menawarkan jasa layanan
seksual. Selain itu media internetpun sudah diatur yang
menjadi media perantara kegiatan-kegiatan yang berujung
pada pornografi seperti prostitusi online ini. Mengenai
pihak-pihak yang terlibat dalam praktek prostitusi online,
seperti mucikari, pemilik website atau forum, pekerja seks
komersial dan pemilik server. Undang-undang pornografi
lebih jelas dan tegas dalam menyebutkan pihak-pihak
tersebut. Pada pasal 7 undang-undang pornografi yang
isinya yakni:

“Setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi
perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.”

Pada pasal 7 undang-undang pornografi tersebut
menyebutkan : “Setiap orang dilarang mendanai atau
memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4” sehingga yang dimaksud disini yaitu pihak yang
mendanai atau memfasilitasi sehigga terjadi perbuatan yang
diatur pada pasal 4 undang-undang prostitusi yang terdiri
dari dua ayat. Karena yang menjadi bahasan disini adalah
mengenai prostitusi online, maka yang dikenakan bagi
pihak pendukung atau memfasilitasi prostitusi online ini
adalah pasal 4 ayat (2) huruf d karena memenuhi unsur

adanya pihak yang memfasilitasi praktek prostitusi online
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yang menawarkan jasa layanan seksual. Pemilik website
pun dapat dipidana karena menawarkan pekerja seks
komersial pada websitenya, selain pula menjadi
mucikarinya, dengan memfasilitasi pekerja seks komersial
dengan orang yang ingin mendapatkan layanan seksual,
sepertinya sudah cukup untuk menjerat pemilik website
dengan undang-undang porografi ini khususnya pada pasal
4 dan pasal 7. Begitu juga mereka pemilik server, tempat
bagi pemilik website menempatkan data-data berisikan
konten-konten yang intinya menawarkan jasa pekerja seks
komersial. Karena kata “memfasilitasi” pada pasal 7
undang-undang pornografi sangat berarti luas, bisa berarti
memfasilitasi secara langsung maupun tidak langsung.
Pemilik server disini menjadi pihak yang tidak secara
langsung menjadi pihak yang memfasilitasi sehingga
terjadi  praktek prostitusi online. Karena mereka
membiarkan pemilik website prostitusi menempatkan data-
datanya. Namun permasalahan akan kembali timbul jika
ternyata  pemilik  server adalah  orang  bukan
berkewarganegaraan Indonesia. >

Situs prostitusi tersebut berada di server di luar
negeri, hal ini dapat membebaskan pelaku dari tanggung
jawab pidana. Status kepemilikan yang berujung pada
status kewarganegaraan tentunya tidak dapat dilepaskan
dalam  pergaulan sehari-hari. Artinya, status
kewarganegaraan melekat dimanapun orang itu berada.

Dalam hukum pidana, status penundukan ini dikenal

53 Undang-Undang RI No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, pasal 7
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dengan prinsip nasionalitas aktif. Pada Pasal 5 KUHP
dijelaskan, pelaku tindak pidana adalah orang Indonesia
yang melakukan tindak pidana di luar Indonesia. Maka
terhadap pelaku, dapat ditarik dengan mengunakan hukum
pidana Indonesia. Memang dalam pasal tersebut,
disyaratkan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak
pidana di negara lain. Sehingga ada salah satu masalah
terkait hal ini, sebab pengertian prostitusi versi Indonesia
ini, kemungkinan berbeda dengan negara lain.

Untuk pekerja seks komersial sendiri, undang-
undang pornografi menyebutkannya pada pasal 8, isinya
yakni: Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas
persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang
mengandung muatan pornografi. Maksud pasal tersebut
yaitu melarang orang menjadikan dirinya objek yang
bermuatan pornografi baik oleh diri sendiri ataupun atas
izinnya sendiri. Dalam praktek prostitusi on/ine ada dua hal
yang biasanya dilakukan pekerja seks komersial, ada yang
dilakukan secara sendiri tanpa pihak yang memfasilitasi, ini
terjadi pada media aplikasi obrolan Internet seperti Yahoo
Mesenger, mIRC atau website jejaring sosial dan ada pihak
yang ikut memfasilitasi transaksi seks seperti pada website
dan forum-forum. Pasal 8 undang-undang pornografi dapat
diterapkan kepada kedua hal tersebut untuk menjerat
pekerja seks komersial melalui media online.

Ketentuan sanksi-sanksi dalam undang-undang

pornografi, diatur pula secara spesifik merujuk kepada
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pihak-pihak yang terlibat. Seperti pada pasal 30 undang-
undang pornografi, yang isinya yakni:

Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6
(enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun
dan/atau  pidana denda  paling  sedikit
Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)
dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar
rupiah).

Pasal ini mengancam penjatuhan pidana bagi
setiap orang yang melakukan kejahatan pada pasal 4 ayat 2,
khusus praktek prostitusi online yaitu pasal 4 ayat 2 huruf d
dengan pidana kurungan paling lama 6 tahun dan/atau
denda 3 miliar. Kata “setiap orang” pada pasal tersebut
selain menyangkut kepada siapa saja baik itu warga negara
Indonesia ataupun tidak adalah pihak pemilik website atau
forum yang memfasilitasi praktek prostitusi. Untuk
mucikari yang juga sebagai pemilik website dikenakan pula
pasal 35. Karena mucikari adalah orang yang menjadikan
orang lain (PSK) sebagai objek atau model yang
mengandung muatan pornografi sebagimana termuat pada
pasal 9 undang-undang pornografi. Isi dari pasal 35
undangundang pornografi yakni:

Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai
objek atau model yang mengandung muatan
pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1
(satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun
dan/atau  pidana denda  paling  sedikit
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan
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paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar
rupiahy).

Hukuman maksimal bagi mucikari menurut pasal
tersebut yaitu penjara maksimal 12 tahun dan atau dengan
paling banyak 6 miliar. Pihak lain yang tentu juga
dipidanakan dalam undang-undang ini adalah pemilik
server, satu pasal yang menjeratnya yaitu pasal 33 sebagai
pihak yang memfasilitasi adanya praktek prostitusi ini
seperti dijelaskan pada pasal 7 undang-undang pornografi.
Dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara dan/atau
denda paling banyak 7.5 miliar.

Adapun menurut KUHP, Jika media konvensional
seperti majalah dan koran yang menyebarkan pornografi
baik dalam bentuk gambar, tulisan ataupun transaksi
seksual bisa kena sanksi hukum sesuai dengan Kitab
Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), namun dengan
adanya modus penyebaran kejahatan pornografi melalui
sarana teknologi informasi, keberadaan pasal-pasal yang
mengatur tindak pidana pornografi itu perlu dikaji ulang
substansi dan proses penegakan hukumnya.>

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 282 dan Pasal
283 KUHP, hukum pidana Indonesia melarang pornografi
dalam bentuk apapun. Dari segi historis, terlihat bahwa
KUHP  dirancang  bukan untuk  mengantisipasi
perkembangan internet seperti sekarang ini. Sangat

disadari, bahwa sistem hukum pidana yang sekarang

5 Tongat, “Pidana Seumur Hidup dalam Sistem Hukum Pidana di
Indonesia”’, (Malang: UMM Press, 2004), h. 55.
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berlaku di Indonesia/KUHP sudah tidak dapat menampung
aspirasi masyarakat yang dinamis serta tidak sesuai dengan
nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Dengan
keadaan yang berkembang pada saat ini terutama dalam hal
teknologi,  menimbulkan  kesulitan-kesulitan ~ dalam
penerapan KUHP terhadap persoalan prostitusi online.
Namun, bagaimanapun KUHP ini bisa dijadikan
pegangan untuk menjerat pihak dalam praktek prostitusi
online. Walaupun diperlukan undang-undang lain sebagai
pelengkapnya. Karena memang kita ketahui, KUHP
dibentuk tidak untuk mengtasi masalah dalam dunia
teknologi internet. Oleh Karena itu, pembahasan kali ini
tidak lah begitu mendetail kepada semua pihak yang
terlibat, melainkan kepada siapa saja mereka yang diancam
dalam KUHP. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP) dengan umur yang sangat tua, karena memang
KUHP ini merupakan peninggalan jajahan Belanda yang
kemudian diadopsi oleh Indonesia menjadi undang-undang.
Seakan sangat sulit untuk menjerat pelaku prostitusi online,
karena memang pada zamannya praktek prostitusi jenis ini
belum dikenal. Namun, dari banyaknya pasal dalam KUHP
ada beberapa pasal yang menyinggung tentang prostitusi.
Seperti pada pasal 506 KUHP yang berisi yaitu:
Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul
seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian,
diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.
Dengan kata “barang siapa” yang berarti maksudnya

kepada orang-orang yang menjadi mucikari. Orang yang
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menjadi perantara antara pekerja seks komersial dan
mereka yang menggunakan jasanya. Selain itu pada pasal
lainnya, yaitu pasal 296 KUHP yang isinya yakni: Barang
siapa yang pencahariannya dan kebiasaannya yaitu dengan
sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul
dengan orang lain dihukum 17 Pasal 506, KUHP penjara
selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda
sebanyakbanyaknya Rp. 15.000,-. Inti dari kedua pasal itu
adalah sama, yaitu hanya menghukum mereka yang yang
mencari keuntungan dalam praktek prostitusi ini yakni
mucikari. Sedangkan pihak seperti pemilik website, forum
atau bahkan pemilik server tidak diatur dalam KUHP. Lagi-
lagi karena alasan KUHP ini terlalu uzur usianya untuk
menangani permasalah di dunia modern sekarang.

Untuk pekerja seks komersial sendiri, KUHP
menyebutkannya sebagai pesenggamaan atas dasar suka
sama suka, yang dilakukan oleh seseorang dengan orang
yang telah bersuami atau beristri (permukahan, overspel).
Memang ujung dari praktek prostitusi online ada adanya
hubungan seks terlarang ini. Menurut Pasal 286 KUHP dan
Pasal 419 KUHP, jika permukahan itu terjadi, maka orang
yang dapat mengadukan tindak pidana permukahan
(perzinahan) adalah hanya suami atau isteri yang tercemar
(oleh pelaku permukahan). Menurut Pasal- pasal tersebut,
tindak pidana perzinahan atau permukahan adalah
merupakan delik aduan, bukan delik biasa. Oleh karena itu,
KUHP sekarang ini memang sudah layaknya direvisi.
Karena dengan merevisi KUHP berarti memperkuat dan
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memperjelas segala tindakan yang bersifat kesusilaan.

Menurut Podgorwcki, sebagaimana dikutip oleh Soedarto,

mengatakan, bahwa ada empat prinsip yang harus

diperhatikan dalam pembentukan undang-undang, yaitu
pembentuk undang-undang harus:

a. Mempunyai pengetahuan yang cukup tentang keadaan
senyatanya.

b. Mengetahui sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat
yang berhubungan dengan keadaan tersebut, dengan
cara-cara yang diusulkan dan dengan tujuan-tujuan yang
hendak dicapai, agar hal ini dapat diperhitungkan dan
dapat dihormati.

C. Mempunyai pengetahuan tentang hubungan kausal
antara sarana (undangundang dan misalnya sanksi yang
ada di dalamnya) dan tujuan-tujuan yang hendak
dicapai.

d. Melakukan penelitian tentang efek dari undang-undang
itu, termasuk efek sampingan yang tidak diharapkan.*

Undang-undang ITE dan undang-undang porografi
yang telah disahkan di era modern pun masih terdapat celah
didalamnya. Hal itu dikarenakan pembuat kebijakan
sepertinya tidak duduk bersama para ahli yang benar-benar
mengerti tentang pembahasan undang-undang tersebut.

Walaupun demikian, kita tetap diboleh mengenyampingkan

KUHP dalam menangani masalah ini. KUHP dapat

digunakan sebagai pendamping dalam Jaksa atau hakim

%5 Arief Amrullah, “Money Laundering: Tindak Pidana Pencucian
Uang”, (Malang: Bayumedia, 2004), h. 14.
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dalam mempertimbangkan hukuman yang akan diberikan

kepada para pelakunya.

2. Analisis Hukum Pidana Islam  Terhadap
Penyalahgunaan Aplikasi MiChat dalam Prostitusi
Online

Allah SWT menetapkan sanksi dalam hukum adalah
agar hal tersebut dipatuhi, demi kemaslahatan manusia itu
sendiri. Karena tujuan ditetapkan sanksi/hukuman adalah
untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia
serta menjaga mereka dari hal-hal yang mafsadat, karena

Islam itu rahmatan lil‘alamin yaitu memberi petunjuk dan

pelajaran bagi umat manusia. Menetapkan suatu hukum

harus memandang kepada sumber ketetapannya:*®

a. Maqas’id (tujuan atau sasaran), yaitu perkara-perkara
yang mengandung mas}lahat atau mafsadat.

b. Wasail (perantara), yaitu jalan atau perantara yang
membawa kepada maqasid, dimana hukumnya
mengikuti hukum dari perbuatan yang menjadi
sasarannya (maqas’id) baik berupa halal atau haram.

Disinilah  kedudukan sadd az-zari‘ah  dapat
difungsikan, karena sadd az-zari‘ah adalah menutup
perantara (wasilah) yang mengarah kepada kemafsadatan.

Internet sebagai perantara atau pengantar akan munculnya

penyakit-penyakit psikologis, kejahatan seksual, bahkan

pengantar pada kejahatan zina pada prostitusi online yang

akan mengakibatkan pada kerusakan moral merupakan

% Muhammad Abu Zahrah, “Ushul Figih, alih bahasa Saefullah
Ma’sum dkk”, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), h. 439.
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mafsadat yang menjadi sasaran, maka perantara harus
ditutup, karena kemafsadatan harus ditolak.

Prostitusi telah membuat kerusakan di muka bumi
dan membuat kerusakan bagi orang lain, jelas dilarang
dalam Al-Quran dan Hadist, pengutamaan dihindarinya
mafsadat daripada menarik keuntungan yang sesuai dengan
maqasid as-syari‘ah. Jika manusia melanggar perintah
ataupun larangan Allah, berarti dia telah melakukan
perbuatan tercela, dan dianggap telah melakukan tindakan
kriminal, sehingga harus dijatuhi hukuman atas
kriminalitas yang dilakukannya. " Sebab, tanpa
pemberlakuan hukuman bagi para pelanggar, hukum tidak
akan memiliki arti apa-apa. Suatu perintah tidak akan
bernilai apa-apa jika tak ada balasan (hukuman) bagi
pelanggar yang mengabaikan perintah tersebut. Maka
sudah seharusnyalah pelaku atau pemilik website hal
lainnya yang menyangkut prostitusi online tersebut
dijatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum Islam.
Kalau tindak pidana zina yang menjadi ujung kegiatan
prostitusi ini Islam mengaturnya dalam firman-firman
Allah SWT dengan sangat jelas.

Hukum Islam menyatakan zina adalah perbuatan
yang sangat tercela dan pelakunya dikenakan sanksi yang
amat berat, baik itu hukum dera maupun rajam, karena
alasan yang dapat di pertanggung jawabkan secara moral

dan akal. Kenapa zina diancam dengan hukuman berat.

5 Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Jakarta : PT
Grafindo Persada, 2005, h. 58
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Pelakunya dihukum dengan hukuman rajam (dilempari
batu sampai meninggal dengan disaksikan banyak orang),
jika muhsan. Jika ia ghairu mushan , maka Ia dihukum
cambuk 100 kali. Adanya perbedaan hukum tersebut karena
muhsan seharusnya bisa lebih menjaga diri untuk
melakukan perbuatan tercela itu, apalagi kalau masih dalam
ikatan perkawinan yang Dberarti menyakiti dan
mencemarkan nama baik keluarganya, sementara ghairu
muhsan belum pernah menikah sehingga nafsu syahwatnya
lebih besar karena didorong rasa keingintahuanya. Namun
keduanya tetap sangat dicela oleh Islam dan tidak boleh
diberi belas kasihan.®® Seperti mendapat hukuman hudud,
kerena telah ada ketentuannya dengan jelas pada nash.
Sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah berikut :ini

aﬂ;muuwh\jdsuﬂ;u@u\j “\jﬂ
uﬂyéﬁu\ﬂ\wduﬁﬂ\Ju@éhh‘Y}
9’° ;fd\

Begitu juga mengenai mucikari, yang memanfaatkan
dan memfasilitasi terjadinya praktek prostitusi ini. Dalam
hukum Islam, berdasarkan ketentuan al Qur'an dalam surat

An-Nur Ayat 33 menyatakan dengan jelas bahwa pekerjaan

% Ahmad Wardi Muslich, “Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam”’;
Fikih Jinayah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 142
59 Al Quran kemenag, An-Nur (24) ayat 2.
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menjadi mucikari adalah haram hukumnya seperi pada

surat AnNur (24) ayat 33 yang berbunyi:
&ﬁ\é@u@;\;&ujdayuaﬂ\ usmj

A8

il eSl e Gl opag Gl fald
gﬂ\ﬂ\d&w@yb\ﬁ&@ﬁd&u\é”"&s
M'SJ\U\;M\&M\ ‘)S.\y‘jes.u\

e 3B b K Ba g U-'ﬂ‘ o6 )5
b0ain 5 3 ug—ébsl 2

Artinya: Orang-orang yang tidak mampu menikah,
hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah
memberi  kemampuan kepada mereka dengan
karunia-Nya. (Apabila) hamba sahaya yang kamu
miliki ~ menginginkan  perjanjian  (kebebasan),
hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika
kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka.
Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah
yvang dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kamu
paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan
pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan
kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan
kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka,
maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi
Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka
dipaksa.

Kejahatan prostitusi online tidak diatur dalam al-
Quran maupun Sunnah Rasulullah, maksud disini adalah
bukan mereka pekerja seks komersial, mucikari dan
pengguna jasa pekerja seks komersial karena untuk mereka

al-Quran telah jelas mengaturnya dengan jelas pada ayat-

80 Al Quran kemenag, An-Nur (24) ayat 33.
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ayat diatas, akan tetapi bagi pihak lain yakni pemilik
website dan pemilik server. Kedua pihak tersebut tidak
diatur dalam al-Quran dan Sunnah Rasulullah, tentu karena
mereka hadir disaat al-Quran sudah berumur sangat tua.
Islam tidak diam menghadapi persoalan baru ini, pemilik
website dan pemilik server tidak akan lepas begitu saja dari
hukuman, islam dapat menjeratnya dengan hukuman fa ’zir.
Pengertian ta’zir menurut bahasa adalah ta‘dib, artinya
memberi pelajaran.

Ta’zir juga berarti hukuman yang berupa memberi
pelajaran. Disebut dengan ta zir, karena hukuman tersebut
sebenarnya menghalangi si terhukum untuk tidak kembali
kepada jarimah atau dengan kata lain membuatnya jera.
Sementara para Fuqaha mengartikan fa’zir dengan
hukuman yang tidak ditentukan oleh al-Quran dan Hadis
yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah
dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran
kepada si terhukum dan mencegahnya untuk tidak
mengulangi kejahatan serupa. 7a ’zir sering juga disamakan
oleh Fugaha dengan hukuman terhadap setiap maksiat yang
tidak diancam dengan hukuman had atau kaffarat. Bisa
dikatakan pula, bahwa ta’zir adalah suatu jarimah yang
diancam dengan hukuman ta’zir (selain had dan qisas),
pelaksanaan hukuman ta zir, baik yang jenis larangannya
ditentukan oleh nash atau tidak, baik perbuatan itu
menyangkut hak Allah atau hak perorangan, hukumannya

diserahkan sepenuhnya kepada penguasa.
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Menelaah maksud dan pengertian dari fa zir diatas
oleh karena itu pihak-pihak seperti pemilik server dan
pemilik website dapat dikenakan hukuman ta’zir karena
dianggap sebagai perbuatan yang menggangu hak banyak
orang dan dapat merusak tujuan syariat Islam sebagaimana
terangkum dalam konsep magas’id asy-syari‘ah. Maqas’id
asy-syari‘ah adalah sasaran dan rahasia-rahasia syariat
yang menjadi dasar asy-Syari‘ (Allah) dalam menetapkan
seluruh hukum-Nya.Abu Zahrah menyebutkannya ada lima
yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara
akal, memelihara keturunan dan memelihara harta.Tentu
praktek prostitusi online telah menggangu lima hal
tersebut, orang dapat menjadi ingkar terhadap agamanya,
keturunan dapat rusak dan dapat membuat seseorang
menjadi miskin karena biasanya tarif transaksi prostitusi
online terbilang mahal.®

Prostitusi baik secara online ataupun tidak telah
membuat kerusakan di muka bumi dan membuat kerusakan
bagi orang lain, jelas dilarang dalam alQuran dan Hadis,
pengutamaan dihindarinya mafsadat daripada menarik
keuntungan yang sesuai dengan maqasid as-syari‘ah. Jika
manusia melanggar perintah ataupun larangan Allah, berarti
dia telah melakukan perbuatan tercela, dan dianggap telah
melakukan tindakan kriminal, sehingga harus dijatuhi
hukuman atas kriminalitas yang dilakukannya. Pengertian

secara tegas dengan paparan yang tuntas dari maqas’id asy-

61 Ahmad Wardi Muslich, “Hukum Pidana Islam”, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2005), h. 80
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syari‘ah yang dimaksud, tidaklah kita temukan baik pada
kitab al-Muwafaqat Imam Syatibi maupun pada karya-
karya ulama klasik sebelumnya. Magasid asy-syari‘ah ialah
tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-
hukum Islam. Tujuan ini dapat ditelusuri dalam ayat-ayat
al-Quran dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi
rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada
kemaslahatan umat manusia. Jadi, konsep maqas’id asy-
syari‘ah adalah menegaskan bahwa hukum Islam
disyari‘atkan bertujuan untuk mewujudkan dan memelihara
kemuliaan umat manusia dan kemuliaan manusia tidak bisa
dipisahkan dari pemeliharaan kelima hal ini.®

Hukuman dalam jarimah ta’zir tidak ditentukan
ukurannnya atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas
terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada
hakim  (penguasa). Dengan  demikian, syari‘ah
mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk-
bentuk dan hukuman kepada pelaku jarimah. Dalam
menetapkan jarimah fa’zir, prinsip utama yang menjadi
acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan
melindungi setiap anggota masyarakat dari kemudaratan
(bahaya). Disamping itu, penegakan jarimah ta ’zir harus
sesuai dengan prinsip syar‘i. Hukuman-hukuman fa zir
banyak jumlahnya, yang dimulai dari hukuman paling
ringan sampai hukuman yang terberat. Hakim diberi

wewenang untuk memilih diantara hukuman-hukuman

82 Fathur Rahman (ed.), “Ushul Fikih bagi Pemula”, (Jakarta: CV Artha
Rivera, 2008), h. 116
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tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan
jarimah serta diri pembuatnya. Hukuman-hukuman ta zir
tersebut antara lain hukuman mati, hukuman jilid (dera),
hukuman kawalan (penjara), hukuman salib dan hukuman
moral. %

Salah satu persamaan dari semua pembahasan
undang-undang dan hukum islam mengenai kejahatan
prostitusi online tentu saja adalah melarang adanya praktek
kegiatan ini, namun tentu ada penjelasan lebih mengenai
perbedaan dan persamaannnya. Mengenai perbedaan-
perbedaan yang ada dengan mengacu pada penjelasan di
analisis sebelumnya, di ketahui bahwa perbedaan yang
mencolok adalah mengenai pihak-pihak siapa saja yang
dapat dikenakan dalam tindak pidana ini, ternyata setiap
undang-undang maupun hukum islam mempunyai
perbedaan dalam hal pihak yang dapat dikenai sanksi.

Menurut Undang-Undang RI No.11 Tahun 2008
Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya dapat
menjerat pemilik website atau forum ini sesuai dengan
pasal 27 ayat (1) UU ITE, menyebutkan “Setiap Orang
dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau
mentransmisikan dan/atau  membuat dapat diaksesnya
Informasi FElektronik dan/atau Dokumen Elektronik.”
sehingga yang menjadi subyek hukum yang dituntut
pertanggungjawaban pidananya dalam UU ini hanyalah
pemilik website atau forum prostitusi online, yakni sebagai

orang yang mendistribusikan atau mentransmisikan atau

63 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, h. 268.
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membuat dapat diaksesnya situssitus porno atau prostitusi
online tersebut. Sedangkan menurut Undang-Undang RI
No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi pihak yang dapat
dijerat lebih banyak lagi, mengacu pada pasal pasal 1 ayat
(2), pasal 7, pasal 4 ayat (2) huruf d dan pasal 8§ UU
Pornografi maka pemilik website atau forum, psk,
mucikari, dan pemilik server dapat dikenakan dengan
menggunakan undang-undang ini. Perbedaan menurut
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai pihak-
pihak yang dikenakan pidana dalam praktek prostitusi ini
adalah mucikari dan psk nya saja, tetapi bisa juga menjerat
pasangan psk yang menggunakan jasanya, namun tentu
dengan delik aduan untuk mereka yang telah menikah oleh
pasangannya sendiri. Berbeda dengan undang-undang,
maka untuk hukum islam pihak yang dapat dikenakan
sanksi untuk kegiatan prostitusi on/ine ini adalah siapa saja,
jadi tidak ada pengecualian dalam hukum islam bahwa
siapa saja yang terlibat praktek terlarang ini dapat dijatuhi
sanksi. Seperti mucikari yang didalam surat An-Nur (24)
ayat 33 yang melarang menjadi mucikari.

Setelah mengetahui perbedaan dari undang-undang
dan hukum Islam, maka tentu juga ada persamaan
diantaranya, dengan analisis singkat di ketahui bahwa ada
empat persamaan didalamnya, yaitu yang pertama adalah
ada adanya ancaman hukuman bagi pelaku prostitusi
online. Ini tentu saja karena memang kegiatan prostitusi ini
adalah perbuatan yang buruk, media on/ine yang digunakan

ini menjadi negatif akibatnya. Kedua adalah sama-sama
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perbuatan yang dilarang dan sangat dianggap tercela oleh
masyarakat, jadi dimanapun kita berada praktek prostitusi
tidak akan menjadi sebuah perbuatan yang diterima
didalam masyarakat. Ketiga menganggap prostitusi adalah
penyakit masyarakat yang harus dihilangkan, tentu dengan
ancaman yang berat dari penguasa dapat menckan
terjadinya kegiatan ini, prostitusi akan sangat sulit
dihilangkan dari muka bumi tapi tentu harus ada daya dan
upaya untuk menekan tidak prostitusi ini, melalui media
online ataupun dengan cara lainnya. Keempat tentu dengan
adanya peraturan atau hukum yang ada dibuat bertujuan
untuk melindungi manusia dari perbuatan-perbuatan yang
keji, termasuk prosatitusi ini, karena dengan adanya
praktek prositusi ini tentu dapat merusak tata kehidupan
manusia dan masyarakat. Ternyata, dari semua yang
dibahas ada titik persamaan ataupun titik perbedaannya.

Untuk hukum positif Indonesia yang mengatur
tentang tindak pidana prostitusi dapat menggunakan ketiga
undang-undang tersebut untuk menjerat pihak-pihak yang
terlibat dalam praktek prostitusi dengan saling melengkapi.
Hukum islam sendiri, telah sempurna dengan tanpa kecuali
dapat menjerat siapa saja yang terlibat dalam praktek
prostitusi online ini. Hanya saja mungkin perlu ketegasan
penguasa untuk menghukum pelakunya, karena memang
penguasalah yang berhak menghukum pelaku prostitusi
online ini, kecuali untuk mereka yang memang telah diatur
didalam al-Quran tentang hukumannya seperti psk,
mucikari dan pengguna jasa psk nya.
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B. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam

Memutuskan Perkara Nomor
564/Pid.Sus/2020/PN.Smn Tentang Prostitusi Online
Di Aplikasi Michat

Dalam putusan Nomor 564/Pid.Sus/2020/PN.Smn
bahwa perbuatan terdakwa dalam hal ini Elisabeth als Siska
di awali dengan membuat jaringan prostitusi yang di
pasarkan melalui online yang dalam praktiknya terdakwa
membuat akun MiChat yang di download menggunakan
handphone Samsung J7+ warna grey dengan nomor kartu
08122626261676 kemudian terdakwa mendaftarkan nomor
tersebut dengan nama akun “NESA” dan memasang profil
foto perempuan menggunakan baju tengtop dan celana
pendek jeans dengan rambut yang tergerai, yang mana dalam
profil tersebut terdakwa menulis keterangan INC COST dan
dalam dunia prostitusi pelanggar/pengguna sudah faham
yang artinya biaya semua di tanggumg penyedia layanan sex
termasuk kamar dan hotel.

Bahwa terdakwa Elisabeth als Siska sepakat dengan
pemesan/pengguna melalui chating tersebut , lalu terdakwa
menhubungi sukarsih selaku pekerja sex komersial yang di
pelihara oleh terdakwa dengan menggunakan sarana
handphone yaitu agar memberikan pemberitahuan kepada
saksi Sukarsih bersiap siap ke Hotel student park lantai 702
untuk melayani tamu laki laki yang membokingnya. Bahwa
setelah dilakukan interogasi oleh saksi Nuryadi dan saksi
Sulistio, benar terdakwa yang menawarkan saksi sukarsih
sebagai pekerja sex komersil melalui aplikasi medsos
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MiChat  dengan akun bernama “NESA”, yang mana
terdakwa melakukan praktik prostitusi yang di twarkan
secara Online sejak bulan maret 2019 dan pembagian hasil
prostitusi Online tersebut  terdakwa sebagai maminya
mendapat 50% kemudian saksi Sukarsih sebagai PSK nya
mendapat 50% dari pembayaran yang di lakukan oleh
pelanggannya. Hingga akhirnya saksi Sulistio Bimantoro
anggota polda DIY yang menyamar menjadi pelanggan
beserta saksi Nuryadi anggota Polres Sleman yang tergabung
dalam tim Satgas Operasi Tindak Maya Progo mengamankan
saksi sukarsih dan menginterogasi saksi Sukarsih siapa
maminya yang telah menawarkan saksi sukarsih sebagai
pekerja sex komersil melalui aplikasi medsos MiChat dengan
akun bernama :"NESSA”.

Berdasarkan kronologis di atas pada Hakim dalam
pertimbangaannya, bahwa perkara Nomor
564/Pid.Sus/2021/PN.Smn. tentang prostitusi Online yang
diajukan ke muka persidangan berdasarkan pada Surah
dakwaan tunggal yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum,
dimana pekerja seks komersial yang melakukan telah
prostitusi Online didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu
pada Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan telah
memenuhi unsur-unsur pelanggaran dari UndangUndang
ITE, yaitu:
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a. Unsur setiap orang.

b. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan
dan/atau mentarasmisikan dan/atau membuat dapat
diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen
elektronik yang memiliki muatan yang dapat melanggar
kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 Ayat
(D).

Berdasarkan pada barang bukti dan saksi-saksi yang
telah dihadirkan dalam persidangan maka terdakwa terbukti
bersalah. Dan dijatuhi sanksi pidana yang setimpal dengan
perbuatan yang dilakukannya serta tidak lupa memperhatikan
hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan. Adapun
yang meringankan dalam perkara ini adalah terdakwa
menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi
perbuatannya lagi.

Sedangkan yang memberatkan terdakwa adalah
perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat dan
terdakwa penah dihukum. Memperhatikan Pasal 45 Ayat (1)
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik, dan ketentuan Pasal 30 jo pasal 4
Ayat (2) huruf d UU No.44 tahun 2008 tentang Pornografi,
dan pasal-pasal lain dari peraturan perundangundangan yang
bersangkutan dengan perkara maka pada perkara ini Hakim
menjatuhkan putusan pada yang telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan
sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau
menstransmisikan dan/atau  membuat dapat diaksesnya

Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau dokumen
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elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan”
yaitu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan
pidana Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar
diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan bulan
penjara dan menetapkan lamanya terdakwa dalam masa
tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan.

Ancaman hukuman ini tentu melihat dari saksi-saksi,
bukti-bukti dipersidangan serta keterangan terdakwa sendiri.
Dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan
sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan
Hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah
dilakukan oleh terdakwa. Tindakan penuntutan adalah untuk
mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati
kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap
lengkapnya dari suatu perkara pidana yang didakwakan dan
selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari
pengadilan guna menentukan apakah orang yang didakwakan
itu dapat dipersalahkan. Mengenai apa yang diatur di dalam
bidang penuntutan adalah cara-cara yang harus ditempuh
dalam menegakkan ketertiban umum dalam masyarakat,
sekaligus bertujuan melindungi hak-hak asasi tiap individu
baik yang menjadi korban maupun si pelanggar hukum.
Dalam putusan Pengadilan Negeri Sleman
564/Pid.Sus/2020/PN.Smn, dalam memutus perkara terdapat
beberapa pertimbangan hakim. Pentingnya pertimbangan
hakim dalam melaksanakan sanksi bagi terdakwa tindak
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pidana guna memenuhi keadilan mustilah beralasan dan juga
ada putusannya karena :

a. Putusan hakim harus berpedoman pada unsur yuridis,
filosofis dan sosiologis yaitu mempertimbankan tata
nilai budaya yang hidup dan berkembang dimasyarakat.

b. Dalam mempertimbangkan berat atau ringannya pidana,
hakim wajib memperhatikan pula sifat baik daan jahat
dari terdakwa. Penetapan dan putusan harus memuat
pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada
alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

c. Surah putusan pemidanaan harus memuat pertimbangan
yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan
keadaan. Beserta alat pembuktian yang diperoleh dari
pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan
kesalahan terdakwa.

Hakim merupakan pejabat Negara yang secara sah
diberikan wewenang untuk mengadili masalah yang
berkaitan dengan suatu perkara hukum. Seorang Hakim
diwajibkan menegakkan hukum serta keadilan dengan tidak
memihak. Hakim dalam memberikan keadilan harus
menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran suatu peristiwa
yang diajukan kepadanya, kemudian Hakim baru
memberikan penilaian terhadap suatu peristiwa tersebut dan
mengbungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelahnya
Hakim dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa

tersebut.
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Berdasarkan pada pertimbangan Hakim, bahwa
perkara Nomor 564/Pid.Sus/2020/PN.Smn tentang prostitusi
Online yang diajukan ke muka persidangan berdasarkan pada
Surah dakwaan tunggal yang diajukan oleh Jaksa Penuntut
Umum, dimana pekerja seks komersial yang melakukan telah
prostitusi Online didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu
pada Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan telah
memenuhi unsur-unsur pelanggaran dari UndangUndang
ITE, yaitu:

a. Unsur setiap orang;

b. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan
dan/atau mentarasmisikan dan/atau membuat dapat
diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen
elektronik yang memiliki muatan yang dapat melanggar
kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 Ayat
(D).

Berdasarkan pada barang bukti dan saksi-saksi yang
telah dihadirkan dalam persidangan maka terdakwa terbukti
bersalah. Dan dijatuhi sanksi pidana yang setimpal dengan
perbuatan yang dilakukannya serta tidak lupa memperhatikan
hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan. Adapun
yang meringankan dalam perkara ini adalah terdakwa
menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi
perbuatannya lagi. Sedangkan yang memberatkan terdakwa
adalah perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat
dan terdakwa penah dihukum.

105



Memperhatikan Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik, maka pada perkara ini Hakim menjatuhkan
putusan pada terdakwa pekerja seks komersial yang telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak
mendistribusikan  dan/atau  menstransmisikan  dan/atau
membuat dapat diaksesnya Informasi dan Transaksi
Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki
muatan melanggar kesusilaan” yaitu dengan pidana penjara
selama 3 (tiga) bulan penjara dan hukuman tidak perlu
dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim lain
terkait terpidana yang kembali melakukan tindak pidana
sebelum masa percobaan yaitu selama 10 (sepuluh) bulan
berakhir.

Menurut penulis hakim merupakan seorang yang
dianggap sebagai ujung tombak yang terakhir dalam hal
mencapai suatu keadilan yang sesungguhnya. Serta memiliki
peranan yang sanagat penting atau vital dalam rangka
menemukan kebenaran dalam suatu perkara yang sedang
ditanganinya. Oleh sebab itu, seorang Hakim wajib untuk
menelusuri secara cermat mengenai suatu kasus dan
menganalisa terkait fakta-fakta yang ada, dengan tujuan
untuk menghasilkan keputusan yang adil bagi semua pihak.
Adapun analisis keputusan Hakim yang telah dilakukan oleh
penulis antara lain, yaitu: Jika melihat dari sudut pandang
Yuridis, putusan Hakim menyatakan bahwa terdakwa
Elisabeth Als Siska secara sah telah melakukan suatu tindak
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pidana dan dijatuhkan sanksi pidana yaitu selama 10
(sepuluh) bulan penjara di kurangkan seluruhnya dari
pidana yang di jatuhkan.

Menurut penulis kurang tepat, dikarenakan sanksi
tersebut terlalu ringan jika dilihat dari ketentuan pidana yang
terdapat pada Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang ITE yaitu
sanksi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda
sebanyak Rp. 1 miliar. Sanksi pidana tersebut pun masih
lebih ringan jika dibandingkan dengan dakwaan Jaksa
Penuntut Umum yaitu pidana penjara selama 6 (enam) bulan,
dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun. Selain sanksi
pidana yang dianggap terlalu ringan, amar putusan tersebut
bertentangan dengan teori pemidanaan absolut. Menurut
Muladi, teori absolut memandang pemidanaan merupakan
sabagai suatu pembalasan atas kesalahan yang telah
dilakukan oleh seseorang sehingga berorientasi pada
perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri.®

Dengan demikian teori absolut ini mengedepankan
sanksi pidana dijatuhkan sematamata karena orang telah
melakukan kejahatan merupakan akibat mutlak yang harus
ada sebagai suatu pembalasan atau hukuman terhadap orang
yang melakukan kejahatan sehingga sanksi pidana bertujuan
untuk memuaskan tuntutan keadilan. Perbuatan terdakwa
selain melanggar ketentuan dari Undang-Undang ITE,
perbuatannya juga dapat dikenakan pidana dengan

pemberatan, karena telah memenuhi  unsur-unsur

64 Fajar Sudewo, Penologi Dan Teori Pemidanaan. (Tegal: Cjava Sinar
Perkasa 2022). h. 31.
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pelanggaran Pasal 296 yang berbunyi “Barang siapa yang
pekerjaannya  atau  kebiasaannya, dengan  sengaja
mengadakan atau memudahkan Perbuatan cabul dengan
orang lain, dipidana dengan pidana penjara selamalamanya
satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya lima
belas ribu rupiah” dan Pasal 506 “Barang siapa sebagai
mucikari mencari keuntungan dari perbuatan cabul seorang
wanita, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya
satu tahun”.

Dari Pasal 506 tersebut, R. Sugandi memiliki pendapat
yakni yang diancam dikenai hukuman pada pasal tersebut
merupakan orang yang mendapatkan penghasilan dari
perbuatan cabul yang dilakukan oleh wanita. Dan seperti
yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa
Mucikari adalah orang yang mendapatkan penghasilan dari
perbuatan yang dikerjakan oleh para wanita yang menetap
atau tinggal dengan pria penyewanya. Wanita yang terbiasa
melakukan hubungan seksual dengan pria yang bukan
suaminya dinamakan pelacur. Serta Pasal 1 Ayat (2) Undang-
Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Hal ini
didasarkan pada adanya kesaksian yang diberikan oleh para
saksi-saksi dalam persidangan dan bukti-bukti yang ada
seperti akun MiChat dengan nama akun “NESA” yang di
dalam akun tersebut terdapat foto-foto dan video yang
memuat konten ketelanjangan sehingga dapat melanggar
ketentuan dari Undang-Undang Pornografi. Jika dikaitkan
dengan teori keadilan korektif, yaitu keadilan berfokus pada

pembentukan sesuatu yang salah. Serta berusaha untuk
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memberikan kompensasi yang memadai bagi para pihak
yang dirugikan dan memberikan hukuman yang pantas pada
seorang pelaku.®

Putusan Hakim dianggap belum menerapkan keadilan
korektif yang seutuhnya. Dalam hal ini, Hakim menjatuhkan
sanksi pidana harus memperhatikan terkait keseimbangan
kepentingan yang dimiliki oleh terdakwa dan masyarakat
sebagai yang dirugikan. Namun, pada perkara Nomor
564/Pid.Sus/2020/PN.Smn Hakim masih dianggap belum
memperhatikan keseimbangan kepentingan tersebut. Hal ini
dikarenakan Hakim seolah-olah hanya memperhatikan
terkait kepentingan terdakwa dari alasan peringannya, tanpa
memperhatikan alasan pemberatnya.

Adapun alasan peringannya yaitu terdakwa mengakui
perbuatan yang telah dilakukannya, dan menyesalinya serta
terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali
perbuatannya. Sedangkan alasan pemberatnya adalah
perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat meresahkan
masyarakat dan terdakwa pernah dihukum sebelumnya. Dari
alasan pemberat tersebut, terlihat bahwa perbuatan terdakwa
selain melanggar hukum, juga melanggar norma-norma yang
berlaku di masyarakat seperti norma kesusilaan dan norma

agama. Norma kesusilaan merupakan suatu sistem nilai yang

8 Muhammad Helmi Jurnal, Konsep Keadilan dalam filsafat hukum dan
filsafat hukum Islam, (sharia departement,STIS Samarinda) h.5
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berisikan penilaian baik dan buruk suatu perbuatan
berdasarkan moral satu individu.®

Berdasarkan definisi tersebut maka prostitusi
sebagai perbuatan zina yaitu melakukan relasi seksual antara
perempuan dan lelaki yang bukan pasangan sahnya atau
relasi seksual yang tidak sewajarnya jelas merupakan
perbuatan yang dapat melanggar norma kesusilaan,
melanggar nilai moralitas dan dapat meresahkan masyarakat.
Selain itu, prostitusi juga dapat menyebabkan rentannya
penularan penyakit menular seksual (PMS), seperti penyakit
HIV Human Immunodeficiency Virus merupakan virus yang
melemahkan system kekebalan tubuh manusia dan AIDS
Acquired Immune Deficiency Syndrome yaitu sekumpulan
penyakit yang disebabkan oleh penurunan system kekebalan
tuhbuh karena serangan HIV.16 Penyakit HIV dan AIDS
merupakan penyakit menular seksual yang sampai saat ini
masih menjadi keserahan di masyarakat, penyakit ini
biasanya disebabkan oleh orangorang yang melakukan
hubungan seksual dengan cara berganti-ganti pasangan yang
bukan pasangannya yang sah. Mereka yang sering
bergantiganti pasangan dapat terinfeksi penyakit menular
seksual HIV dan AIDS. Biasanya yang menjadi pelaku
penyebaran penyakit HIV dan AIDS adalah Pekerja seks

 Tahun 2008, (Suraba Hwian Christianto, “Norma Kesusilaan
Sebagai Batasan Pornografi Menurut UndangUndang No 44 : Jurnal Hukum
dan Pembangunan Tahun Ke-40 Nomor 1, 2010). h. 39.
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komersial (PSK). ® Oleh karena itu, tidak heran jika
prostitusi dapat meresahkan lingkungan masyarakat.

Selain melanggar kesusilaan perbuatan yang dilakukan
terdakwa juga dapat melanggar norma agama. Jika melihat
dari sudut pandang agama tidak ada agama manapun yang
memperbolehkan untuk melakukan perbuatan prostitusi atau
perzinahan.

Terlebih dalam Islam, perbuatan prostitusi atau
perzinahan banyak diatur di dalam Al-Qur’an dan Hadits
salah satunya sepertl Q.S Al-Isra Ayat 32, yang berbunyi:

Yo sl 30 Lnald G 548 5 53015458 Y 5

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina,
sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan
yang keji dan jalan yang buruk”.

Dalil tersebut menjelaskan tentang larangan bagi umat
Islam melakukan perbuatan zina karena zina merupakan
perbuatan dosa yang harus dihindari dengan tujuan agar tidak
mendapatkan hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah.
dalam hal ini perbuatan zina yang dimaksud adalah praktik
prostitusi Online yang dilakukan oleh terdakwa. Selain itu,
terdapat ketentuan lainnya yang diatur dalam maqashid al-
syariah. Pada Maqashid al-syariah terdapat ketentuan yang
dinamakan dharuriyyat.

Adapun lima macam dharuriyyat, antara lain yaitu Al-

Diin (memelihara agama), Al-Nafsh (memelihara jiwa), Al-

67 asrullah Khumaerah, “Patologi Sosial Pekerja seks komersial (PSK)
Perspektif AlIQur’an”, (Makassar: Jurnal Al-Khitabah Volume 3 Nomor 1, 2017).
h. 71.
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Aql (memelihara akal), Al-Nasl (memelihara Keturunan),
dan juga Al-Maal (memelihara harta).®® Pada perkara ini
terdakwa melanggar ketentuan dari dharuriyyat AlDiin
(menjaga agama), karena sebagai seorang umat muslim
diwajibkan untuk menjaga agamanya dengan baik, serta
melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh agamanya
seperti melakukan shalat, zakat, puasa dan ibadah lainnya.
Serta menjauhi segala larangannya seperti tidak memakan
babi, minum khamr atau alkohol, melakukan perbuatan zina,
dan perbuatan lainnya yang dilarang agama. Selain itu,
terdakwa melanggar dharuriyyat Al-Nafsh (menjaga
keturunan), dikarenakan prostitusi Online nantinya akan
mengancam keturunan. Oleh sebab itu, Islam menyarankan
umatnya untuk melakukan pernikahan dengan tujuan agar
terhidar dari perbuatan zina. Selain itu, Hakim sebaiknya
mempertimbangkan kembali terkait alasan pemberat lainnya
yaitu terkait status terdakwa pernah dihukum (residivis)
karena jika melihat dari status terdakwa yang pernah
dihukum dan terdakwa mengulanginya kembali, maka
penulis menilai bahwa terdakwa tidak mengindahkan
peringatan yang telah diberikan oleh aparat penegak hukum
sebelumnya. Karena itu, Hakim sebaiknya
mempertimbangkan kembali terkait alasan peringan dan
pemberat dalam perkara ini guna mencapai suatu keadilan
yang di dalamnya terdapat tujuan dari hukum itu sendiri

yaitu hukum semata-mata untuk mewujudkan keadilan

8 A. Intan Cahyani, “Teori dan Aplikasi Magashid Al-Syariah”,
(Makassar: Jurnal Al_Qadau VVolume 1 Nmor 2, 2014). h. 22
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(justice), kemanfaatan dan kepastian hukum. Menurut teori
pemidanaan gabungan yang diperkenalkan Prins, Van
Hammel, Van List, pemidanaan mengandung kerakter
pembalasan sejauh pemidanaan tersebut dilihat sebagai suatu
kritk moral dalam menjawab suatu tindakan yang salah.
Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa
tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau
perubahan terhadap perilaku terpidana di kemudian hari.
Karenanya, dalam perkara ini sebaiknya Hakim
mempertimbangkan sanksi pidana yang dijatuhkan dengan
maksud guna memberikan hukuman yang setimpal dan
memberikan efek jera serta pembelajaran bagi terdakwa.
Penulis menilai, seharusnya Majelis Hakim menjatuhkan
pidana kepada terdakwa dapat lebih berat atau setidaknya
sama dengan tuntutan dari Penuntut atau memberikan sanksi
berupa perintah untuk melakukan rehabilitasi terhadap
terdakwa jika Hakim memandang terdakwa sebagai korban.
Sehingga dari sudut pandang pembalasan hal tersebut dapat
tercapai dan dari segi tujuan yaitu agar terdakwa menjadi
orang yang lebih baik dari sebelumnya dapat terlaksanakan.®®
Menurut pendapat dari Roeslan Saleh pidana adalah
selalu perlindungan terhadap masyarakat serta pembalasan
terhadap seseorang yang melanggar hukum.Selain itu, beliau
juga berpendapat bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu
yang akan membawa suatu kerukunan dalam masyarakat dan

pidana adalah suatu proses Pendidikan agar menjadikan

8 Fajar Sudewo, Penologi Dan Teori Pemidanaan. (Tegal: Cjava Sinar
Perkasa 2022). h. 40.
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seseorang dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat.
Dengan adanya pidana tersebut, diharapkan masyarakat
untuk menghindari melakukan tindak pidana. Sehingga
proses pemidanaan bagi pelaku tindak pidana terutama
pelaku tindak pidana prostitusi Online di aplikasi MiChat
dapat sejalan dengan teori pemidanaan gabungan yang
didalamnya terdapat unsur pemidanaan dan pendidikan. Oleh
karena itu, Hakim dituntut untuk menegakkan hukum
bersamaan dengan keadilan, guna tercapainya suatu
kemaslahatan bersama melalui putusannya tersebut.

Ahmad Ali berpendapat yang mengutip pandangan
dari Hunting bahwa hukum berawal dan berakhir dalam
putusan pengadilan yang diartikan sebagai hukum tersebut
harus dirasakan wujud sebenarnya ketika terdapat suatu
perkara. Oleh sebab itu, dalam memutus perkara dibutuhkan
filsafat hukum untuk mengembangkan rasa keadilan Hakim
dalam menerapkan dan mentafsirkan ketentuan PerUndang-
Undangan terhadap suatu perkara guna memenuhi rasa
keadilan sosial di dalam masyarakat. Sehingga putusan yang
dijatuhkan oleh Majelis Hakim dapat mencapai rasa keadilan
serta menimbulkan kepuasan baik kepada Hakim, pelaku,

korban, maupun masyarakat.”

BAB V
PENUTUP

0 rihot, “Filsafat Hukum dalam Putusan Pengadilan atau Hakim”,
(Refleksi Hukum Volume 1 Nomor 9, 2015). h., 96.
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A. Kesimpulan

Setelah penelitian penulis, penulis kemudian akan
mengambil, kesimpulannya pada dasarnya adalah:

1. Pekerja seks yang terlibat dalam prostitusi online Dengan
menggunakan media sosial internet seperti MiChat,
Facebook, Tinder, Whatsapp dll adalah pekerja seks
komersial Dapat dituntut berdasarkan ketentuan UU No.
19 Diubah pada tahun 2016 menjadi UU No. 11 Tahun
2008 yaitu Informasi tentang ancaman paling kriminal
dan transaksi elektronik Untuk jangka waktu 6 (enam)
tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 miliar. dan
dapat dituntut berdasarkan UU No. 44 Tahun 2008
Hingga 10 tahun penjara karena pornografi (sepuluh)
tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5 miliar. Jika
melihat unsur unsur mengagambil keuntungan di.” Di
dalam KUHP peraturan tentang prostitusi ini tertulis
dalam dua Pasal yakni pada pasal 296 dan Pasal 506.
Yang berbunyi: Pertama, Pasal 296 “Barang siapa yang
pekerjaannya atau kebiasaannya, dengan sengaja
mengadakan atau memudahkan Perbuatan cabul dengan
orang lain, dipidana dengan pidana penjara selama
lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-
banyaknya lima belas ribu rupiah”. Sedangan dalam
hukum pidana Islam di jelaskan dalam Surah An-Nur
Ayat 33 tidak diatur secara jelas tentang sanksi terhadap
mucikari, meskipun demikian, tidak berarti bagi para
mucikari tidak ada hukumannya. Akan tetapi sanksi
terhadap mereka dapat di tentukan melalui lembaga ta;zir,
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karena setiap perbuatan maksiat yang tidak dapat di kenai
sanksi hudud (termasuk didalamnya gishash) atau
kaffarah dikualisifikasikan sebagai jarimah ta;zir dengan
ukuran dan jenis sanksi yang preventif, agar mereka jera
dan tidak berusaha mengulangi perbuatan maksiat itu lagi.
Misalnya selain di jatuhi hukuman penjara, pelaku juga
dijatuhi hukuman denda berupa sejumlah uang halal yang
wajib di bayar kepada korban, atau berupa resitusi. Sanksi
atas perbuatan mucikari yang melakukan tindak pidana
tersebut seharusnya lebih berat, yaitu berupa azab yang
pedih, kareana melakukan dosa besar.

. Jaksa berhak menuntut karena melihat fakta yang ada
sehingga jaksa percaya bahwa terdakwa telah melakukan
praktik Kejahatan prostitusi online, setelah dituntut Jaksa
menuntut pertanggungjawaban atas perbuatan terdakwa di
ancam Pasal 45 Ayat (1) Jo pasal 27 Ayat (1) Undang-
undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik yang telah ditambah dan dirubah
dengan UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas
UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi
elektronik dan Pasal 30 jo pasal 4 Ayat (2) huruf d UU
No.44 tahun 2008 tentang Pornografi dengan segala unsur
yang ada. Hingga kemudian hakim memutuskan putusan
terhadap terdakwa Elisabet als Siska dengan hukuman
penjara penjara 10 (sepuluh) bulan di kurangi dengan
masa tahanan. atas pelanggaran Pasal 45 Ayat 1 UU
Transaksi Informasi Elektronik. berdasarkan fakta

Persidangan yang ada, perkara Nomor
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564/Pid.Sus/2022/PN.Smn. putusan hakim dalam perkara
tersebut pidana penjara selama 10 (sepuluh ) bulan dan di
kurangi masa tahanan, yang di berikan kepada terdakwa
tentu bertolak belakang dengan dakwaan jaksa penuntut
umum. jika melihat dari sudut pandang sosiologis dan
filosofis, keputusan dibuat dengan dasar tuduhan hakim
terhadap terdakwa tentu agak ringan dan kontradiktif
dengan Teori pemidanaan absolut dan norma hukuman

yang mutlak diterapkan pada masyarakat.

B. Saran

1. Pemerintah pusat seharusnya mengatur mengenai tindak
pidana prostitusi untuk menertibkan masyarakat guna
memberikan ketenangan terhadap masyarakat yang di
rugikan, karena praktik prostitusi merupakan suatu
penyakit masyarakat yang sealain melanggar aspek
yuridis juga dapat melanggar aspek sosiologis.

2. Sebaiknya seorang hakim dalam menjatuhkan putusan
terhadap kasus prostitusi seharusnya lebih di tegaskan
sehingga benar benar memberikan efek jera kepada
pelaku.
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